WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

bahwa dalam rangka cfcktivitas pelaksanaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Batam
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penyelengegaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;

8

Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Nepgara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketige atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4880,

3. Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinteshan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67 57);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomeor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negern
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor &,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18|
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

Q. Peraturan . . .
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Q9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerash dan Retribusi Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Dacrah Kota Batam Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daereh adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kota
Batam.

5. Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Kepala Badan Pendapatan Daersh yang selanjumya
disebut Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kota Batam,

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besamya kermmakmuran rakyat.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan vang
dapat dikenai Pajalk.

10. Wajib Pajak . . .
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Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak, dan
pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,
termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
vang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun vang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yavasan, organisasi massa, Organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi
kolektil dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang sclanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman.

. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam

atau dilekatkan secara tctap di atas permukaan Bumi
dan di bawah permukaan Bumi.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya
disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan
berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya
komponen utama, biaya komponen material, dan
biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis
penggunaan bangunan.

Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan
bangunan  berdasarkan tipe konstruksi dan

peruntukan/penggunaannya

Pendaftaran adalah kegiatan vang dilakukan oleh
Wajib Pajak atau BAPENDA untuk mendaftarkan
Objek Pajak yang belum terdaftar dalam sistem
administrasi perpajakan BAPENDA,

19. Pelaporan . . .
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Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Wajb
Pajak wuntuk melaporkan data Objek Pajak dan
Pendapatan kepada BAPENDA.

Pendataan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
BAPENDA untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib
Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak
untuk keperluan administrasi perpajakan.

Penagihan Pajak yvang selanjutnya disebut Penagihan
adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus,
memberitahukan Surat  Paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, dan menjual Barang vang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita
Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi
selurubh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa
Pajak, dan tahun Pajak.

Pemeriksaan Pajak vang selanjutnya disebut
pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari.
menghimpun, dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti, vang dilaksanakan sccara objektif
dan  profesional berdasarkan suatu  standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kertas Kerja Pemeriksaan yvang selanjutnya disingkat
KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang
diselenggarakan oleh Pemeriksa PBB-PZ mengenai
prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang
dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan
dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan
pelaksanaan pemeriksaan.

Perelitian PBB-P2 yang selanjutnya disebut Penelitian
adalah serangkajan kegiatan pengujian pemenuhan
kewajiban PBB-P2 berdasarkan keterangan lain yang
diperoleh  dan/fatau dimiliki BAPENDA  atau
berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

26, Nomor . . .
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Nomor Objek Pajak yang selanjuinya disingkat NOP
adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang diterbitkan oleh
BAPENDA.

Nilai Jual Objek Pajak vang selanjutnya disingkat
NJOFP adalah harga rata-rata yvang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilal perolehan baru, atau
NJOP pengganti.

Nilei Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang
selenjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas nilai jual
Objek Pajak bumi danfatau bangunan yang tidak
dikenakan pajak.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak,
penentuan besarmmya Pajak vang terutang sampai
kegiatan Penagihan Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang sclanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek PBB-P2
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daersh, yang dilampiri dengan lampiran
SPOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan SPOP.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang
selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
rinci Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Lembar Kerja Objek Khusus vyang selanjutnya
disingkat LKOK adalah formulir tambahan yang
dipergunakan untuk menghimpun dsta tambahan
atas Objek Pajak yang mempunyai kriteria khusus
yvang belum tertampung dalam Surat Pemberitahuan
Objek  Pajak (SPOP} dan Lampiran  Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).

SPOP Elektronik adalah SPOP dalam bentuk dokumen
elektronik.

34. Surat . . .
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Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
dan/atau Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
Burmi dan/atau Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
vang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan/atau
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, VAN
selanjutnya disingkat SKPD FPBB-P2 adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar
Tambahan Pajak Bumi dan/atan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT PBB-P2 adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak vang telah
ditetapkan.

Surat HKetetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak
Bumi dan/atau Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
vang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB-P2 adalah
surat ketetapan Pajak vang menentukan jumlah
kelebihan pembayvaran Pajak karena jumlah kredit
Pajak lebih besar daripada Pajak yvang terutang atau
scharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan/atau
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, VAN
selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Bukti Pembayaran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat BP2D adalah bukti pembayaran/ penyectoran
pajak yvang diterima oleh Wajib Pajak.

Tempat Pembayaran adalah Kas Daerah atau tempat
lain yang ditunjuk olch Wali Kota untuk menerima
pembayaran Pajak.

Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan/atau
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah surat
keputusan vyang membetulkan kesalahan rtulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekelruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan  perpajakan [Daerah yang
terdapat dalam SPPT PBB-P2, SKPD PEBE-P2, SKPDKE
PBE-P2, SKPFDKBT PEB-P2, SKPDN PBB-P2, SKPDLB
PBB-P2, STPD PBB-P2, Surat Kepurusan Pembetulan
PBB-PZ, atau Surat Keputusan Keberatan PBB-P2.

42. Surat. . .
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Surat Keputusan Keberatan Pajak Bum dan/atau
Bangunan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SPPT PBB-F2, S8KPD FBB-P2, SKPDKB PBB-
P2, SKFDKBT FBB-P2, SKPDN PBB-P2, SKPDLE FBB-
P2, STPD-PBB-P2 atau terhadap pemotongan atau
Pemungutan pihak ketipa vang diajukan cleh Wajib
Pajak.

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPb
adalah surat yvang menyatakan jumlah pembayaran
Pajal sama dengan jumlah Pajak terutang,

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan Pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan
Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa
Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan
Penagihan.

Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat
dijadikan objek sita.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk
menguasai Barang Wajib Pajak dan/ atau Penanggung
Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang
Pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda
segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang
bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan
atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen,
termasuk data yang dikelola sccara elektronik dan
benda-benda lain,

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daergh adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
cleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukt itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir vang
berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh
Wajib Pajak vyang terkait dengan pelaksanaan
Pemeriksaan,

5. Ohjelr ...
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Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak vang dapat dijadikan jaminan
Utang Pajak.

Surat Perintah Membayar Kelebhihan Pembayaran
Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat
Perintah yang diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat
vang ditunjuk untuk  membayar kelebihan
pembayaran pajalk.

Surat Perintah Pencairan Dana yang seclanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
Bendahara Umum Daerah berdasarkan SFMKP.

Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP
adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Wali
Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai dasar untuk
menerbitkan surat perintah membayar kelebihan
pajak.

Banding adalah upaya hukum vang dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap
suatu keputusan yang dapat disjukan banding
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang
perpajakan,

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
Pajak atas banding terhadap Surat hkeputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan olch
Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib
Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan
Pajak yang meliputi Penagihan Secketika dan
Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan,
dan penyanderaan.

Surat Ketetapan Bebas Pajak Bumi dan/atau
Bangunan Perdesaan dan Perketaan yang selanjutnya
disingkat SKB PBB-P2 adalah surat ketetapan yang
dibuat untuk Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak
Bumi dan/atau Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sistern Aplikasi e-PBB adalah Sistem Aplikasi yang
berfungsi untuk memberikan informasi tunggakan
Pajak Bumi dan/atau Bangunan kepada Wajib Pajak,
dan terkoneksi host to host dengan Bank Kasda dan
Bank Persepsi untuk untuk proses pembayaran.

&1, Sistem . . .
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Sistern Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah
vang selanjutnya disingkat SISMIOF adalah sistem
yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data
Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dengan bantuan komputer, scjak dari
pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendatasn
dan penilaian), pemberian identitas Objek Pajak
(Nomor Objek Pajak), perekaman data, pembentukan
dan pemeliharaan basis data, pencetakan hasil
keluaran (antara lain berupa Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan,
Surat Setoran Pajak Daerash Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan dan Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan
penagihan Pajak, sampai dengan pelayanan kepada
Wajib Pajak melalui pelayanan satu tempat.

Pembentukan Basizs Data adalah suatu rangkaian
kegiatan untuk membentuk suatu basis data yang
sesuai dengan ketentuan Bistem Aplikasi
(pendaftaran, pendataan dan penilaian, serta
pengolahan objek dan Subjek Pajak bumi dan
bangunan) dengan bantuan komputer pada suatu
wilayah tertentu yang dilakukan oleh BAPENDA.

Pendataan Pasif adalah kegiatan pemeliharaan basis
data yang dilakukan oleh BAFENDA berdasarkan
laporan vang diterima dari Wajib Pajak dan/atau
pejabat/ instansi terkait,

Pendataan Aktif adalah kegiatan pemeliharaan basis
data yvang dilakukan oleh BAPENDA dengan cara
mencocokkan dan menycsuaikan dama objek dan
Subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di
lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai
jual Objek Pajak dengan rata-rata nilai pasar yang
terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan
prosedur pembentukan basis data.

Penilaian Ohbjek Pajak Bumi dan Bangunan yang
selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan
untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan
dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan
menerapkan  pendekatan  perbandingan  harga,
pendekatan biaya, dan/atau pendekatan kapitalisasi
pendapatan.

&6. Penilaian . . .
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Penilaian Massal adalash penilaian yang sistematis
untuk sejumlah Objek Pajak yang dilakukan pada
saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan
suatu prosedur standar, yang disebut Computer
Assisted Valuation (CAV) dan/atau Computer Assisfed
for Mass Appraisal (CAMA).

FPenileian Individual adelah penilaian terhadap Objek
Pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan
semua karakteristik Objek Pajak yang disusun dalam
laporan penilaian,

Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat
NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewalkili
nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.

Zona Nilai Tanah yang sclanjutnya disingkat EZNT
adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih
Objek Pajak yang mempunyai satu NIR yvang sama,
dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan Objek
Pajak dalarm satian wilayah administrasi
pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada
batas blok.

Peta Zona Nilal Tanah atau yvang sclanjutnya discbut
Peta ZNT adalah Peta yang menggambarkan suatu
zona geografis yang terdinn atas sekelompok Objek
Pajak vang mempunyai satu NIR yang dibatasi oleh
batas penguasaan/pemilikan Objek Pajak dalam satu
wilayah administrasi desa/kelurahan dan penentuan
batas ZNT tidak terikat kepada batas blok.

Penilai PBB-P2 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)
dan / atau Tenaga Ahli di lingkungan BAPENDA yang
ditunjuk oleh Kepala BAPENDA, diberi tugas,
wewenang, tanggung  jawab, dan  memiliki
kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2.

Identitas Pajak adalah Nomor yang diberikan pada
Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi
perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri
dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan
kewajibannya.

Penetapan secara jabatan adalah penctapan secara
jabatan atas kewajiban perpajakan sebelum Wajib
Pajak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak,
dimana Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat
menurut peraturan perundang-undangan.

74, Pemeriksa . . .
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Pemeriksa Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesamn dan Perkotaan, yvang selanjutnya disebut
Pemeriksa PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Dinas atau tenaga ahli yang ditunjuk olch
Wali Kota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung
jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinei

dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa PBB-
P2 mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh,
pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan vang
dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil
schubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan
dengan objek dan subjek FBB-P2, antara lain:
identitas Wajib Pajak, bukti kepemilikan, perizinan,
dan data pembayaran PBB-P2.

Surat Perintah Pemeriksaan, yang selanjutnya disebut
dengan SP2 adalah surat perintah  untuk
melaksanakan pemeriksaan.

Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah Pajak Bumi
dan Banpunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya discbut Tanda Pengenal Pemeriksa FBB-
P2 adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Wali
Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bukti bahwa
orang yang namanva tercantum pada kartu tanda
pengenal tersebut merupakan Pemeriksa PBB-P2.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah
surat  pemberitahuan  mengenai  dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/
atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
adalah surat panggilan yang disampaikan kecpada
Wajib Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor
dalam rangks menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

81. Surat. ..
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Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang
gelanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi
tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pes
vang dikoreksi, mnilai koreksi, dasar koreksi,
perhitungan sementara jumlah pokok pajak terutang,
perhitungan sementara dari sanksi administrasi dan
pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir
dalam Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang
selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan
antara Pemeriksa PBB-P2 dan Wajib Pajak atas
temuan Pcmeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam
berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan
yvang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
berisi koreksi pokok pajak terutang baik wvang
disetujui maupun vyang tidak disetuyjui dan
perhitungan sanksi adminmistrasi,

Laporan Hasil Pemeriksaan vyang selanjutnya
digsingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang
pelaksansan dan hasil Pemeriksaan yang disusun
oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai
dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya
disebut LHP Sumir adalah laporan tentang
penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan
penerbitan surat ketetapan pajak.

Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan
atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan
Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan wusaha, atau
pekerjaan  bebas Wajib Pajak antara lain bank,
akuntan publik, notaris, konsultan pajak, konsultan
hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok,
kantor administrasi, atau pihak lainnya.

Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilalukan untuk
menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang
berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan
pajak.

Kuesioner Pemeriksaan Pajak adalah formulir yang
berisikan sejumlah pertanyaan vang terkait dengan
pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dapat
digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana pemberian
pendapat atau  evaluasi atas  pelaksanaan
pemeriksaan,

Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan di tempat
adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor
BAPENDA.

89, Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang
dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan
Wajib Pajak, tcmpat kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang
dianggap perlu oleh Pemeriksa.

Pemeriksaan Ulang adalah  Pemeriksaan  yang
dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan
surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan
sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.

Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Kepala
Badan yang bertugas untuk membahas perbedaan
antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksaan PBB-
P2 pada s=aat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
adalah jangka waktu vyang diberikan kepada
Pemeriksa PBB-P2 untuk melakuksn Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang
dihitung sejak tanggal penyampaian  Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
gsampai dengan tanggal penandatangan Berita Acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Kawasan Ekonomi Khusus vang selanjutnya disingkat
KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
vang ditetapkan untuk menyelenggarakan fangsi
perekonomian dan mempercleh fasilitas tertentu,

Provek Strategis Nasional yang selanjutnya dismgkat
PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan
usaha vang memiliki sifat strategis untuk peningkatan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan daerah,

Pengkonversian Peta adalah mengubah skala peta dari
skala satu ke skala vang lain seperti dari skala angka
ke skala grafis.

Sistern Transformasi Koordinat adalah proses
pemindahan suatu Sistem Koordinat ke Sistem
Koordinat lainnya.

Sistemn  Koordinat adalah pernyataan besaran
geometrik yang menentukan posisi satu titik dengan
menguloar besar vektor terhadap satu Posisi Acuan
vang telah didefinisikan.

98, Sistem . . .
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08. Sistem Proveksi Peta adalah suatu cara dalam usaha
menyajikan dari suatu bentuk yang mempunyai
dimensi tertentu ke dimensi lainnya, dalam hal ini
adalah dari bentuk maternatis bumi (Ellipsoid atau
Elip 3 dimensi) ke bidang 2 dimensi berupa bidang
datar (kertas).

99. Digitasi Peta Analog ke Peta Digital adalah perubahan
peta analog dalam bentuk cetakan yang dibuat
dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai
referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata
angin dan sebagainva menjadi peta digital dalam
bentuk representasi dari lokasi geografis berupa
visualisasi interaktif dari area tertentu yang
memungkinkan pengguna untuk melihat objek dan
fitur peografis seperti jalan, bangunan, dan fasilitas
publik bahkan data statistik yang ditampilkan
pada peta dalam format digital.

100 8istemn Proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM)
adalah sistem proveksi silinder transversal conform
yang menggunakan bidang proyeksi berupa silinder
yang memotong tegak lurus dengan sumbu bumi,
dengan sifat distorsinya cornform.

101, World Geododetic System 84 (WGS84) atau Sistem
Geodesi Dunia 84 adalah secbuah standar yang
digunakan dalam pemetaan, geodesi, dan navigasi
vang terdiri dari bingkai koordinat standar Bumi,
Datum geodetik (referensi permukaan standar
bulat/acuan atau referensi ellipsoid) untuk data
ketinggian mentah, dan permukaan ekipotensial
gravitasi (geoid) dipakai sebagai pendefinisian tingkat
nominal laut.

102.Datum Geodetik adalah parameter yang digunakan
untuk mendefinisikan bentuk dan ukuran ellipsoid
referensi bumi yang selanjutnya digunakan untuk
pendefinisian koordinat, serta kedudukan dan
orientasinya dalam ruang di muka bumi yang dapat
dijadikan sebagai titik kontrol geodetik.

103.8arana Sosial adalah sarana yang dapat
dimanfaatkan secara umum dan bukan termasuk
sarana pribadi. Sarana sosial digunakan untuk
kepentingan bersama dan bukan hanya untuk
kelompok atau golongan tertentu saja.

104.Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama tersclenggaranya suatu proses.

105.Hari adalah hari kerja.

BABI ...
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BAB I1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk
memberikan pedoman dalam penyelenggaraan PBB-F2 dan
memberikan kemudeshan bagi masyarakat dan/atau
pelaku usaha yvang akan melakukan pengurusan PBE-P2
di Daerah.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
a. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
tata cara pendaftaran dan pendataan,

&

tata cara penilaian;

tata cara Pemeriksaan Pajak;
Penagihan Pajak;

tata cara penyelesaian keberatan;

pemberian insentif fiskal;

@ e Bon

tata cara pemberian keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
Pajak;

i. tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah;
j.  tata cara pembetulan atau pembatalan; dan

k. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB 11l
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 4

(1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat orang
pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif
dan objektif dalam 1 [(satu] kurun wakitu tertentu
dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenail perpajakan Daerah.

(2) Masa Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Kepala BAPENDA untuk menetapkan Pajak terutang.

(3] Saat. ..
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Saat vang menentukan untuk menghitung PBB-P2
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan menurut keadaan cbjek PBB-P2 pada
tanggal 1 Januari

Tahun Pajak FBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan jengka waktu 1 (satu} tahun
kalender.

Tanggal jatuh tempo PBB-P2 ditetapkan setiap
tanggal 31 Agustus tahun berjalan.

Dalam hal permohonan pelayvanan PBB-P2
dilaksanakan  setelah tanggal jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala
BAPENDA dapat menctapkan PBB-P2 setiap tanggal
31 Desember tahun berjalan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Pembentukan Basis Data Sistem Manajemen
Informasi Objek Pajak Daerah Pajak dilakukan melalui
kegiatan:

a.
b.

(1)

(2)

{3

pendaftaran Objek dan Subjek Pajak; dan
pendataan Objek dan Subjek Pajak.

Pasal &

Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Subjek Pajak
dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP.

SPOFP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani dan disampaikan kepada BAPENDA,
paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal
diterimanya SPOP/LSPOP oleh Subjek Pajak atau
kuasanya.

Wajibk Pajak orang pribadi atan kuasanya dalam
menyampaikan SPOP harus melampirkan dekumen
sebagai berikut;

a. Surat Permohonan Pendaftaran Objek Baru;

b. Surat Kuasa bermaterai jika dikuasakan beserta
fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;

c. fowkopi Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok
Wajib Pajak, atau identitas lainnya.

d. Fotokopt . . .
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d. Fotokopi Penetapan Lokasi, SKEP, SPJ atau
Sertifikat:

e. Denah lokasi dan [ote Objek Pajak; dan

f. Nomor telepon Subjek Pajak.

Wajib Pajak Badan atau kuasanya dalam
menyampaikan SPOP harus melampirkan dokumen
sebagai berikul:

a. Surat Permohonan Pendaftaran Objek Baru Wajib
menggunakan KOP Surat Perusahaan;

b. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta
fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;

¢. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Direktur dan
Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, atau
identitas lainnya,

d. fotokopi Sertifikat dan Penetapan Lokasi, SKEP,
SPJ;

e, fotokopi akta pendirian dan perubahannya;

f. denah lokasi dan fote Objek Pajak; dan

g. Nomor telepon Subjek Pajalk.

Jangka wakiu penyamnpaian SPOP/LSPOP

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk
pendataan aktif oleh BAPENDA.

Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada
kolom yang tersedia dalam SPOP/LSPOP.

Format Surat Permohonan Pendaftaran Objek Baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Wali Kota ini.

Format formulir SPOP/LSPOP yang disediakan oleh
BAPENDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran [I
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7
Pendataan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara:
a. Pendataan Aktif; dan

b. Pendataan Pasif.

Pendataan Aktil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh
BAPENDA yang hasilnya dituangkan dalam formulir
SPOP termasuk informasi geografis Objek Pajak.

{(3) Pendataan . . .
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Pendataan Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan kegiatan pemeliharaan basis data
vang dilakukan oleh BAPENDA  berdasarkan
laporan/permohonan yang diterima dari Wajib Pajal.

Pendataan Objek dan Subjek Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh
BAPENDA vang hasilnya dituangkan dalam formulir
SPOP/LSPOP.

Pendataan Objek dan Subjek Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a. penyampaian dan pemantauan pengembalian
SPOP/LSPOP,;

b. identifikasi Objek Pajak; dan
c. verifikasi data Objek Pajak.

BAB WV
TATA CARA PENILAIAN

Pasal 8
Objck PBB-P2 dibagi menjadi:
a. Objek Pajak Umum; dan
b. Objek Pajak Khusus.

Objek Pajak Umum schagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan Objck Pajak yang
memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah
berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan Objek Pajak yang
memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya
memiliki arti vang khusus, seperti:

a. Jalan Tol;

b. Galangan Kapal/Dermaga;
c. Lapangan Golf;

d. Pabrik Semen/Pupuk;

e, Tempat Rekreasi;

Tempat Penampungan,/Kilang Minyak, Air dan
Gas, Pipa Minyak;

g Stasiun Pengisian Bahan Bakar; dan

h. Menara.

Pasal 9 ...
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Pasal 9
NJOP hasil Penilaian dibedakan menjadi:
a. NJOP Bumi; dan
b. NJOP Bangunan.

NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas
area Objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi
per meter persegl.

NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter
persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.

Klasifilkasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] tercantum dalam Lampiran [1I Peraturan Wali
Kota ni.

Pagzal 10

NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara
total Iuas bangunan dengan NJOP bangunan per
meter persegi.

NJOP Bangunan per meter persegi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi
nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi
NJOP bangunan.

MJOF Bangunan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf b dihitung baik melalui Penilaian
Maszal maupun Penilaian Individual.

Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan
Bumi dan Bangunan ditetapkan untuk masing masing
kelurahan dengan Keputusan Wali Kota,

(1)

(=)

Pasal 12

Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk
menentukan NJOP Bumi dilakukan  dengan
membentul NIE.

NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian
sebagaimana dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota
1.

Pasal 13...
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Pasal 13

Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap
Jenis Penggunaan Bangunan.

Jenis Pengpunaan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diklasifikasikan atas:

perumahan;

perkantoran;

pabrik;

toko /apotek/ pasar/ruko;
rumah sakit/klinik;

olah raga/rekreasi;
hotel/restoran / wisma;
bengkel/gudang,/ pertanian;
gedung pemerintah;

S momoe s T

-
H

bangunan tidak kena pajak;

o

bangunan parkir;

—
E

apartemen/kondominium;
m. pompa bensin (kanopil;

n. tangki minyak; dan

o, gedung sckolah.

Penilaian Individual untuk menentukan NJOP
bangunan dapat dilakukan dengan cara:

a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang
sejenis;

b. menghitung mnilai perolehan baru Bangunan
dikurangi dengan penyusutan; atau

¢. menghitung pendapatan dalam 1 (satu) tahun dari
pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi
dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.

Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana

dimaksud pada avat (3), Kepala BAPENDA dapat

bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai

Publik, dan instansi lain vang terkait.

Paszal 14 ...
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Pasal 14

Petugas Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13
ayat (4] merupakan ASN dan atau Tenaga Ahli yang
memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan
Penilaian yang ditunjuk olech Kepala BAPENDA.

Pasal 15
(1) BAPENDA dapat melakukan Pemetaan dalam rangka:
a Pendataan: dan
b. Pemutakhiran,

(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan metode konversi Peta.

(3) Konversi Peta sebapgaimana dimaksud pada ayat (2],
dilakukan melalui:

a. Transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
b. Digitasi peta analog ke peta digital.

(4) Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disajikan dalam bentuk Peta dengan menggunakan:

a. Sistemn proyeksi UTM;
b, WGS84, dan

c. Datum Geodetik,

Pasal 16

Pemetaan dengan metode pengkonversian Peta dilakukan
oleh petugas Pemetaan.

a. Petugas Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan ASN dan atau Tenaga Ahli yang
memiliki pengetahuan dan Keterampilan untuk
melakukan Pemetaan vang ditunjuk oleh Kepala
BAPENDA.,

b. Petugas Pemetaan melakukan digitalisasi seluruh
objek PBB-P2,

BABVI...
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BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tujuan Pemeriksaan

Pasal 17

(1) Wali Kota melalui Kepala BAPENDA berwenang
melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan  kewajiban  Wajib  Pajak  terhadap
pembayaran PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2] Kepala BAPENDA dapat menerbitkan Keputusan
untuk  melimpahkan  kewenangan  melakukan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Pemeriksa.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan

Pasal 18

(1) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat
meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak
PBB-P2, bailk untuk 1 {satu) atau beberapa Masa
Pajak, dalam tahun-tahun sebelumnya maupun
tahun berjalan.

(2] Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban PBB-P2, dilakukan dalam hal memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian atau kompensasi kelebihan
pembayaran PBB-P2;

b. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan
Objek Pajaknya dengan benar atau terdapat
keterangan lain berupa data konkret yang
menunjukkan bahwa Pajak yvang terutang tidak
atau kurang dibayar;

c. Wajib Pajak wyang terpilih untuk dilakukan
Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

(3] Analsis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan
perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak, meliput:

a, kepatuhan . . .
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a. kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2 sebelum
jatuh tempo; dan/atau

b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

Pasal 18

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) dilakukan dengan Pemeriksaan Lapangan
dan/atau Pemeriksaan Kantor.

Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan
indikasi transaksi vang terkait dengan transalsi
khusus dan/atau transaksi khusus lain berupa
adanya rekayasa transaksi keuangan, maka
disamping dilakukan Pemeriksaan Kantor juga dapat
dilakukan Pemeriksaan Lapangan,

Pasal 20

Pemneriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) Hari yang dihitung sejak
tanggal diterbitkan SP2.

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari vang
dihitung sejak tanggal tanggal diterbitkanya SP2.

Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan ayat (2} diselesaikan dengan
memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan
atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran,

Pasal 21

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai
dengan standar Pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan standar umum Pemeriksaan,
standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar
pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 22

Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang
bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan
Pemeriksa.

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menunjuk
PNS di lingkungan BAPENDA sebagai Pemeriksa
untuk membantu  menjalankan  wewenangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(3) Apabila . . .
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Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
[2) belum dapat dipenuhi atau memerhikan
pendampingan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjulk
dapat menunjuk tenaga ashli yang mcompunyal
kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak Daerah
sebagai Pemeriksa sampai dengan dipenuhinya
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai
standar umum Pemeriksaan, yaitu:

.

pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan
persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan
Pemeriksaan, serta mendapat pengawasan yang
seksama;

luas  Pemeriksaan [audit scope]  ditentukan
berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus
dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan,
permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling,
dan  pengujian lainnya  berkenaan  dengan
Pemeriksaan;

temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti
kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemernksa
yvang dapat terdiri dari seorang Supervisor, sScorang
ketua tim, seorang atau lebih anggota tim;

penugasan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan SP2
yvang ditandatangani oleh Wali Kota atau Pejabat yang
ditunjuk;

dalam hal diperlukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat
dilakukan secara bersama-sama dengan tim
pemeriksa dari instansi lain;

Pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor BAFENDA
dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, tempat
tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang dianggap
perlu oleh Tim Pemeriksa Pajak;

Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan
apabila diperlukan dapat dilakukan di luar jam kerja;

Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam
bentuk KKP; dan

j. Laporan . . .



(1]

(2)

i1

-25-

Laporan  hasil Pemeriksaan Kantor dan/atau
Pemeriksaan Lapangan digunakan sebagai dasar
pencrbitan SKPD dan/atau STPD dan/atau Surat
Penghapusan Pajak.

Pasal 24

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i
disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai:

a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan
sesual standar umum Pemenksaan;

b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib
Pajak mengenai temuan Pemeriksaan;

¢c. dasar pembuatan LHP;

d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian
keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib
Pajak; dan

e, referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

KKP harus memberikan gambaran mengenai:

a. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;

b. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
pengujian yang telah dilakukan; dan

kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap periu
berkaitan denpgan Pemeriksaan.

& o

Pasal 25

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan  kewajiban perpajakan sesual standar
pelaporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2), dilaporkan dalam bentuk LHF, yang
disusun secara ringkas dan jelas  serta
didokumentasikan dengan baik vang memuat:

a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai
dengan tujuan Pemeriksaan;

b. kesimpulan Pemeriksa yang didukung temuan
vang kuat tentang ada atau tidak adanya
penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan perpajakan, dan memuat pula
pengungkapan informasi lain yang terkait dengan
Pemeriksaan.

(2) LHP . . .
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LHP s=sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. penugasan Pemeriksaan;

b. identitas Wajib Pajak;

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
pemenuhan kewajiban perpajakan;

data/informasi yang tersedia;

SR -T

bulu dan dolkumen yvang dipinjam,;
materi yang diperiksa;

Fm

uraian hasil Pemeriksaan;
ikhtisar hasil Pemeriksaan;
penghitungan pajak terutang; dan
k. simpulan dan usul Pemeriksa.

[
H

| I
=

Pasal 26

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguj kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib:

L.

menyampaikan Surat Pemberitehuan Pemeriksaan
Lapangan atau Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor
kepada Wajib Pajak;

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2
kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan
Pemeriksaan,

memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim

Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan
keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan,

melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam
rangka memberikan penjelasan mengenai:

1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;

2., hak dan kewsajiban Wajib Pajak selama dan
setelah pelaksanaan Pemeriksaan; dan

3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi
permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen
vang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lainnva, vang dipinjam dari Wajib
Pajak;

menuangkan penjelasan scbagaimana dimaksud pada

huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib

Pajak;

menyvampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

g. memberikan . . .
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memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak
dalam rangka PAHP pada waktu wvang telah
ditentulkean;

menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib
Pajak;

melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dengan menyampaikan saran secara
tertulis;

mengembalikan bulu, catatan dan/atau dokumen
yvang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak
atas  segala sesuatuy yang | diketahuw atau
diberitehukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka Pemeriksaan.

Pasal 27

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:

a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan
dan/atau dokumen yang diperlukan;

b, memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan
vang ada pada objek pajak vang dilakukan
pemeriksaan;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari
Wajib Pajak; dan

e. meminta keterangan dan/atau bukti yang
diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan

jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor
BAPENDA dengan menggunakan Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor,;

b. memeriksa _ . .
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b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan
dan/atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek
vang terutang Pajak;

¢. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan,

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari
Wajib Pajak;

e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik
melalui Wajib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/atau bukti vang
diperluktan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pagal 28

Dalam  pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak
berhak:

H.

b.

(1)

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlibatkan
tanda pengenal Pemeriksa dan 3P2;

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal
Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan
Lapangan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan
surat yang berisi perubshan tim Pemeriksa apabila
susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami
perubahan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

menerima SPHP;

menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
dan

memberikan  pendapat atau  penilaian  atas
pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melahu
pengisian Kuesioner Pemeriksaan,

Pasal 29

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan . . .
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memperhihatkan dan/atau meminjamkan bukuy,
catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain
yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

memberikan izin untuk memasuki dan memeriksa
tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau
tidak bergerak vang diduga atau patut diduga
digunakan untuk menyimpan Dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat
memberi petunjuk tentang penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta
meminjamkannya kepada Pemeriksa;

memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan:

menyampaikan tanggapan seccara tertulis atas
SPHF; dan

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis
yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
Jjenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:

.

3]

="

memenithi panggilan untuk menghadiri
Pemeriksaan sesuai dengan wektu yang
ditentukan;

memperlihatkan dan fatau meminjamkan
Dokumen wyang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lain termasuk data
VANg dikelola SECATE elektronik, vang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pckerjaan bebas Wajib Pajak,
atau objek yang terutang Pajak;

memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

menvampaikan (anggapan sccara tertulis atas
SPHP;

meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan
publik; dan

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis
yvang diperlukan.

Pasal 30. ..
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Pasal 30

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu
Pemeriksaan, meliputi:

a. jangka waktu pengujian; dan
b. jangka waktu PAHP dan LHP.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor scbagaimana dimaksud pada
ayvat (1) huruf a, jangka waktu pengujian dilakukan
selama 15 [lima belas) Hari sejak diterimanya Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai
dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib
Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yang tclah dewasa dari Wajib Pajak.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan .Jenis
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf a, jangka waktu pengujian dilakukan
selama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya Surat
Pemberitshuan  Pemeriksaan Lapangan sampal
dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib
Pajak, walal, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yvang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Jangka waktu PAHP sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b paling lama 7 (tujuh) Hari untuk
Pemeriksaan Kantor dan paling lama 15 (lima belas)
Hari untuk Pemeriksaan Lapangan, yang dihitung
sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak,
wakil, kuasa, pegawai, atau angpota vang telah
dewasa dari Wajib Pajak,

Jangka wakitu LHP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b paling lama 8 (delapan) Hari untuk
Pemeriksaan Kantor dan 15 (lima belas) Hari untuk
pemeriksaan Lapangan, yang dihitung sejak tanggal
PAHP ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pagal 31

Jangka waktu pengujian Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayvat (2] dan ayat {3) dapat
diperpanjang untuk jangka wakitu paling lama 15
[lima belas) Hari untuk Pemeriksaan Kantor dan 30
(tiga puluh) Hari untuk Pemeriksaan Lapangan,

(2] Perpanjangan . . .
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(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalakan dalam
hal:

a. Pemeriksaan diperluas ke Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnys;

b. terdapat konfirmasi atau permintaan data
dan/atau keterangan kepada Pihak Ketiga; dan

¢. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana
Pemeriksaan,

Pasal 32

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu
pengujian  Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan
Kantor, BAPENDA wajib menyampaikan pembentahuan
perpanjangan jangka waktu pengujian dimaksud secara
tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 33

(1] Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian
Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan
telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada
Wajib Pajak.

(2] Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak
mengajukan permohonan pengembalian  Kelebihan
pembayaran Pajak, jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus
memperhatilkan jangka waktu penyelesaian
permohonan  pengembalian  kelelbrhan pembayaran
Pajak.

Pasal 34

Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
diselesaikan dengan cara:

a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP
Sumir; atau

b. membuat LHP, sebagal dasar penerbitan SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD FBB-P2.

Pasal 32

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan
dalam hal Wajib Pajak/ wakil/kuasa/pegawai, atau
anggota keluarga vang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
diperiksa:

a. tidak . . .
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tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksasan
Lapangan diterbitkan;

tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan ssjak tanggal Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan;

Pemerikssan Ulang tidak mengakibatkan adanya
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan
dalam surat ketctapan Pajak sebelumnya; atau

terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan
Wali Kota.

Pasal 36

Penivelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b,
dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak/wakil/kuasa/pegawai, atau anggofa
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi
panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapal
diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan.

b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
dilakukan Pemeriksaan ditermukan atau memenuhi
penggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat
diselesaikan sampai dengan:

1. berakhirnya perpanjangan jangka waktu
pengujian Pemeriksaan Lapangan; atau

2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu
pengujian Pemeriksaan Kantor.

Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan
yang pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan
dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) Hari scjak berakhirnya:

a. perpanjangan jangka waltu pengujian
Pemeriksaan Kantor; atau

b. perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Lapangan Kantor,

dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan
pembuatan LHP.

Pasal 37 . . .



Pasal 37

Pemeriksaan yvang dihentikan dengan membuat LHP Sumir
karena Wajib Pajalk tidak ditemukan atau tidak memenuhi
pangpilan Pemeriksaan, dapat dilakukan Pemeriksaan
kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak diternukan.

(1)

(2]

(3)
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Pasal 38

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang
tergabung dalam Tim Pemeriksa berdasarkan SP2
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan
Wali Kota ini.

SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
untuk 1 (satu) atau beberapa tahun dalam suatu
bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama,
atau untuk 1 (satu} bagian Tahun Pgjak atau Tahun
Pajak terhadap 1 [satu) Wajib Pgjak.

Dalam hal susunan Tim Pemeriksa diubah, kepala
unit pelaksana Pemeriksaan harus menerbitkan surat
perubahan Tim Pemeriksa.

Dalam hal tim Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahlh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat [3),
tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat tugas
yang diterbitkan oleh Wali Kota atau Pcjabat yang
ditunjuk.

Pasal 39

Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak
mengenai dilakukannva Pemeriksaan Kantor dengan
menyvampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor.

Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak
mengenai  dilakukannya Pemeriksaan Lapangan
dengan  menyampaikan Surat  Pemberitabuan
Pemeriksaan Lapangan.

Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor atau Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan
untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 40 . . .
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Pasal 40

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
digampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti
pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukti pengiriman.

Surat  Pembernitahuan  Pemerikszan  Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dapat
disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak
pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau
disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti
pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnyva
dengan bukti pengiriman.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan disampaikan secara langsung sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dan Wajib Pajak tidak berada
di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan dapat disampaikan Kepada:

a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yvang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

l. pegawal dart Wajib Pajak yang menurut
Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam
hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib
Pajak Badan;

2. angpota keluarga yang lelah dewasa dan Wajib
Pajak vang menurut Pemeriksa dapat mewakili
Wanb Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan
terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau

3. pthak selain sebagaimana dimaksud angka 1
dan angka 2 yang dapat mewakili Wajib Pajak.

Dalam hal wakil atau kuasa dan Wajib Pajak atau
pthak yvang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] tidak dapat ditermui, Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan
melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukth pengiriman dan
surat  pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan
dianggap telah disampaikan dan Pemeriksaan
Lapangan telah dimulai.

Pasal 41 . ..
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Paszal 41

Dalam pelaksanaan Pemerikseaan, Pemeriksa wajib
melakulkan pertermuan dengan Wajib Pajak.

Pertemuan juga dapat dilakukan dengan wakil atau
kuasa dari Wajib Pajak.

Setelah melakukan pertemuan, Pemeriksa wajib
membuat berita acara hasil pertemuan, yang
ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak meneclak menandatangani berita acara hasil
pertemuan, Pemeriksa membuat catatan mengenai
penolakan tersebut pada berita acara Thasil
pertemuan.

Dalam hal Pemeriksa telah menandatangan berita
acara hasil pertemuan dan membuat catatan
mengenai penolakan penandatanganan berita acara
gsebagaimana dimaksud pada ayat (4), pertemuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah
dileksanakan.

Bagian Ketiga
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 42

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak vyang dilakukan Pemeriksaan Lapangan
menyatakan menolak termasuk menolak menerima
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, harus
menandatangani  surat  pernyataan  penolakan
Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak menolak menandatangani surat pernyataan
penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa membuat berita
acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani
oleh tim Pemeriksa.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak tidak ada di tempat maka:

a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang
terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan
mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib
Pajak, terbatas untuk hal vang berada dalam
kewenangannya; atay

b. Pemerikeaan . . .
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b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada
kesempatan berikutnya.

Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum
dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] huruf b, Pemenksa dapat melakukan
Penyegelan.

Apabila setelah dilakukan Penyegelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4] Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat
dan,/ atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa
untuk membuka atau memasuki tempat atau
ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/
atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan, Pemeriksa meminta kepada pegawail
atau anggota keluarga vang telah dewasa dan Wajib
Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.

Dalam hal pegawai atau anggota keluarga vang telah
dewasa dari Wajib Pajak menoclak untuk membantu
kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta untuk
menandatangani surat  penclakan  membantu
kelancaran Pemeriksaan.,

Dalam hal pegawai atau telah dewasa dari Wajib
anggota keluarga vyang Pajak menolak untuk
menandatangani  surat  penclakan  membantu
kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa membuat berita
acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan
vang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 43

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor memenuhi
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
namun menyatakan menolak untuk dilakukan
Pemeriksaan, harus menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemeriksaan,

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak menolak menandatangani surat pernyvataan
penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa membuat berita
acara penolakan Pemeriksasn yang ditandatangani
oleh tim Pemeriksa.

(3) Apabila . . .
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Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak
dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan olch
pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak
tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor,
Pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya
panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 44
Pemeriksa dapat melakukan penctapan sccara jabatan
berdasarkan:
a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan

(1)

(2)

(3)

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), atau
Pasal 43 ayat (1),

berita acara penclakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2], atau Pasal 43 ayat
{2k

berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3);

surat penclakan membantu kelancaran Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6); atau

berita acara penolakan membantu kelancaran
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat {7),

Pazal 45

Hasil Pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib
Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri
dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan
sehagaimana  tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Wali Kota ini.

SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan
disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau
melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman,

Dalam hal SPHP disampatkan secara langsung dan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menclak untuk menerima SPHP, maka harus
menandatangani surat penolakan menerima SPHP.,

(4) Dalam hal . . .
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Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dan Wajib
Pajak menolak menandatangani surat penolakan
menerima SPHP, Pemeriksa membuat berita acara
penclakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh
tim Pemeriksa.

Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa
data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor,
penyvampaian SPHP dilakukan bersamaan dengan
penvampaian undangan tertulis untuk menghadiri
PAHP.

Pasal 46

Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas
SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan dalam
bentuk;

a, pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dalam
hal Wajib Pajak menyetujui seluruh  hasil
Pemeriksaan; atau

b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak
menyetujui  sebagian atau  seluruh  hasil
Pemeriksaan.

Tanggapan tertulis harus disampaikan dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal
diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka
waktu penyampaian tanggapan tertulis untuk jangka
waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak jangka
walktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu
penyampaian  tanggapan, Wajib  Pajak  harus
menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berakhir.

Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa
data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor,
tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dizsampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak
harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadin
PAHP dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan
perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan
tertulis.

(6) Tanggapan . . .
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Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak
gsecara langsung atau mclalui faksimili, surat
elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan
bukti pengiriman.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan
tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa membuat
berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis
atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 47

Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil
Pemneriksaan vang tercantum dalam SPHP dan daftar
temuan hasil Pemeriksaan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus
diberikan hak hadir dalam PAHP.

Hak hadir diberikan melalui penyampaian undangan
secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan
mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya
PAHP.

Undangan harus disampaiken kepada Wajib Pajak
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Harl
terhitung sejak:

a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari
Wajib Pajak sesual jangka wakiu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) atau ayat (3);
atau

b. berakhirnya  jangka  waktu  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dalam hal
Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan
tertulis atas SPHP,

Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data
konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor,
undangan  tertulis untuk menghadini  PAHP
disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPHP.

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau
melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa
pengiriman leinnya dengan bukti penginman.

Pasal 48 . . .
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Pasal 48

Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan
mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan
hasil Pemeriksaan dan membuat berita acara PAHP
yvang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan
akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam
hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan
hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) huruf a; dan

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (2).

Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan
lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan,
berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP,
dan berita acara PAHP vang dilampiri dengan ikhtisar
hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh
tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan
hasil Pemeriksaan sebagaimana dimalesud dalam
Pasal 456 ayat (1) huruf a; dan

b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2).

Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib
Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan
dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam
risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) hurafl b; dan

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 avat (2).

Pemeriksa membuat rigalah pembahasan berdasarkan
surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib
Pajak dalam PAHP, dan berita acara PAHFP yang
dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir,
vang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal
Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b; dan

b. tidak . . .
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b. tidal hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2).

(5] Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib Pajak
dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam
risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Paj ak dalam hal Wajib Pajak:

a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas
SPHF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1); dan

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (2).

Pasal 49
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani risalah pembahasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) atau ayat
(3), Pemeriksa membuat catatan mengenai penclakan
tersebut.

Pasal 50

(1} Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP pada
hari dan tanggal sesuai undangan sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 47 ayat (2), PAHP dianggap
telah dilakukan.

(2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan, berita
acara PAHP yang dilampiri ikhtisar hasil pembahasan
akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 51

Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) atau ayat
(5) harus mempertimbangkan jangka waktu PAHP dan
LHF.

Pasal 52

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (3] atau ayat (5) digunakan oleh Pemeriksa sebaga::l
dasar untuk membuat berita acara PAHP yang dilampir
dengan ikhtisar hasil pembahasan alkhir,

Pasal 53 ...
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Pasal 53

Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pemeriksa
melalui kepala sub bidang Pemeriksaan memanggil
Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan
untuk menandatangani berita acara PAHP.

Surat panggilan dapat disampaikan secara langsung
atau melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman
surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
pengiriman.

Dalam hal surat panggilan disampaikan secara
langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dan
Wajib Pajak menolak untuk menerima surat panggilan
tersebut, maka harus menandatangani surat
pernvataan  penolakan menerima surat panggilan
unituk menandatangani berita acara PAHP.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak menolak menandatangam surat pernyataan,
maka Pemeriksa membuat berita acara penolakan
menerima surat panggilan untuk menandatangani
berita acara PAHP yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa.

Pasal 54

Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah surat
panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP
diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Fajak memenuhi panggilan, namun menolak
menandatangani berita acara PAHP, Pemernksa
membuat catatan mengenai penolakan
penandatanganan pada berita acara PAHP.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan,
Pemeriksa membuat catatan pada berita acara PAHP
mengenai tidak dipenuhinya panggilan,

Paszal 55

LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24.

Risalah pembahasan dan/atau berita acara PAHP,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3) LHP . . .
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LHP digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk
membuat nota penghitungan.

Nota penghitungan digunakan sebagai  dasar
penerbitan surat ketetapan Pajak atau STPD,

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayvat (4) dihitung sesuai
dengan PAHP, kecuali:

g, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP
tetapi menyampaikan lembar  pernvataan
persetijuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2}, Pajak yang
terutang dihitung sesuai dengan lembar
pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan,

b, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP
tetapi menyampaikan surat sanggahan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP
dengan jumlah vang tidak disetujui sesuai
dengan surat sanggahan Wajib Pajak; dan/atan

¢. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP
dan tidak menyvampaikan tanggapan tertulis atas
SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (5], Pajak yang terutang dihitung
berdasarkan SPHP scbagaimane dimaksud dalam
Pazal 45 avat (1) dan Wajib Pajak dianggap
menyetujul hasil Pemeriksaan.

Pasal 56

Surat ketetapan Pajak dar hasil Pemeriksaan yang
dilaksanakan tanpa:

a, penyampaian SPHP, atau
b. PAHP, dapat dibatalkan oleh Wali Kota atau

Pejabat vang ditunjuk secara jabatan atau
berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, proses Pemeriksaan harus
dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur
penyampaian SPHP dan/atau PAHP.

Prosedur penvampaian SPHP dan/atau pelaksanaan
PAHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Wali Kota ini.

(4) Dalam . . .
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Dalam hal Pemeriksaan vang dilanjutkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan
permohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran
Pajak, Pemeriksaan dilanjutkan dengan pencrbitan:

a. surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP apabila
jangka waktu beclum melampaui 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;

b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilampaui, surat
ketetapan pajak belum ditetapkan, permohonan
pengembalian  kelebihan  pembayaran  Pajak
dianggap dikabulkan; atau

c. SKPDLEB sesuai dengan Surat Pemberitahuan
apahbila jangka waktu 12 (dua belas) bulan se¢jak
gurat permohonan diterima.

Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa untuk
melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berbeda dengan susunan keanggotaan
tim Pemeriksa sebelumnya, Pemeriksaan tersebut
dilakukan setelah diterbitkan surat yang berisi
perubahan tim Pemeriksa,

Pasal 57

Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan
tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran
pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya, sepanjang
Pemeriksa belum menyampaikan SPHP.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTFD
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke
kantor BAPENDA.,

Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh

Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan

dilampiri dengan:

a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya; dan

b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar;

Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka
pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan
S8PD.

Pasal 58 . ..
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Pagal 58

Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran
dalam laporan tersendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (1), Pemeriksaan tetap
dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan
surat ketetapan Pajak dengan mempertimbangkan
laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan
pokok Pajak yang telah dibayar.

Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak
tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat
ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya.

Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak
gsesual dengan keadaan yang scbenarnya, surat
ketetapan Pajak  diterbitkan  sesuai  dengan
pengungkapan Wajib Pajak.

Pasal 59

Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan
berdasarkan instruksi atau persetujuan Wali Kota
atau Pejabat yang ditunjuk.

Instruksi atau persetujuan untuk melaksanakan
Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat
data baru termasuk data vang semula belum
terungkap.

Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang mengakibatkan
adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah
ditetapkan dalam surat ketetapan pajak scbelumnya,
Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan
SKPDKBT.

Dalarn hal hasil Pemeriksaan Ulang tdak
mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak
vang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak
sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan
membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak
diberitahukan mengenai penghentian tersebut.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat
Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Pasgal &0

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan + ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dapat meliputt penentuan,
pencocokan, atau pengumpulan materi yvang berkaitan
dengan tujuan Pemeriksaan,

Pasal 61

Pemeriksaan untuk tajuan lain dilakukan dengan kriteria
antara lain sebagai berileut:

a. pemberian NOPD secara jabatan;

b. penghapusan NOFD,

&, Wajib Pajak mengajukan keberatan;

d. pencocokan data dan/ atau alat keterangan; dan/atau
e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 62

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 dapat dilakukan dengan Pemeriksaan
Lapangan atau Pemeriksaan Kantor,

BAB VII
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Tagihan Pajak

Pasal 63

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang
ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2) Penerbitan STPD dilakukan dalam hal:
a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar,

b. hasil Penelitan STPD terdapat kekurangan
pembayaran scbagai akibat salah tulis, salah
hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh

Wajib Pajak; atau

c. SKFPDKE, SKPDEBT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib . . .
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d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda,

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurul a dan huruf b, berupa pokok
Pajak wyang kurang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar
1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yvang
kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulubh
empat] bulan sejak saat terutangnya Pajak serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan.
Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 0,6% [nol koma enam persen)
per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung
penuh I (satu) bulan.

Format STPD sebapaimana dimaksud pada avat (1)
tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota
L.

Bagian Kedua
Penagihan Pajak
Pasal 64

Penagihan PEB-P2 didasarkan atas Utang Pajak yang
tercantum dalam:

SKFPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

8TFD;

Surat Keputusan Pembetulan;

Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
Putusan Banding

Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) vang belum jatuh tempo pembayaran
atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

M moe o oo

(3) Dalam . . .
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Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh
tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Pasal 65

Dalam rangka melaksanakan Penagihan Pajak
schagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) Wali
Kota  berwenang menunjuk  Pegjabat  untuk
melaksanakan Penagihan.

Prjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:

a, mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
dan

b. menerbitkan:
1. Surat Pembernitahuan;
2. Surat Teguran;

3. surat perintah Penagihan Seketika dan
sekalipus;

Sural Paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;
surat perintah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

e m-H v R

surat penentuan harga limit;
10. pembatalan lelang; dan

11, surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
Penagihan Pajak.

Penyampaian surat teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat dilakuken secara/melalui:

a. langsung;
b. elektronik (whatsApp); dan

c. PT.Pos dan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa
kurir dengan tanda bukti pengiriman surat.

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan-perundangan.

Pasal 66 ...
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Pasal 66

Tata cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan
Surat Pemberitahuan dalam waktu 7 (tujuh) Han
setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran,

Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat:

a. berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran
PBB-P2, besaran jumlah pajak terutang yang
harus dibayar berikut sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda yang dikenakan; dan

b. himbauan agar Wajib Pajak dapat segera melunasi
piutang pajak untuk menghindari dikenakan
tindakan penagihan selanjutnya.

Dalam hal Surat Pemberitahuan tidak diindahkan,
kepada Wajib Pajak diberikan Surat Teguran Pertama
(pertama), dimana dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus
melunasi pajak yang teritang.

Bentuk Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
avat (3) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali
Kota ini.

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi
Utang Pajaknya, akan diterbitkan Surat Teguran
Kedua, dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Wajib
Pajak harus melunasi pajak terutang.

Setelah  dilewatinya batas waktu Surat Teguran
Kedua Wajib Pajak masih belum melakukan
pelunasan tunggekan Pajak, BAPENDA dapat
melakukan pemasangan pengumuman atan
peringatan di wilayah Objek Pajak berupa spanduk,
stiker maupun iklan di media massa.

Pasal 67

Dalam hal surat Teguran Kedua dan Tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3] tidak
diindahkan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak belum
melunasi Utang Pajaknya, penagihan akan dilakukan
dengan pencrbitan Surat Paksa.

Khusus untuk Penanggung Pajak vang telah disetujui
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak,
atas Utang Pajak vang diangsur atau ditunda
pembavarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(3) Dalam . . .
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Dalamm hal kewajiban pembayaran Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat ([2) belum
dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Surat Paksa sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayvat (3) sekurang-kurangnya memuat nama Wajib
Pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak dan
perintah  untuk membayar diberitahukan atau
disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung
Pajak.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang
Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua
kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan
Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat
berwenang melaksanakan penjualan secara lelang
melalui kantor Ielang terhadap barang vang disita.

Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat
setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak pengumuman lelang,

Pengumuman lelang, dilaksanakan paling cepat
setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 68

Jurusita Pajak meclaksanakan Penagihan Seketika dan
Sekaligpus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika
dan Sekaligus apabila:

H.

b.

Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang
dimiliki stau yang dikuasai dalam rangka
menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya
atau pekerjaan yvang dilakukannya di Indonesia;

terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanya, menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan yvang dimiliki atau
dikuasainva, atau melakukan perubahan bentuk
lainnya;

tl. badan . . .
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bhadan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh
pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan.

Pasal 69

Setelah dilakukan penyitaan, Wajib Pajak belum
melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14
(empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wali Kota atau
Pejabal  yang ditunjuk mengajukan permintaan
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang
Negara.

Setelah  Kantor Lelang Negara menetapkan  han,
tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru
Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada Wajib Pajak.

BAB VI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

(1]

(2)

(3

(4]

(1)

Bagian Kesatu
Umum

Pasgal 70

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan Kepada
Wali Kota melalui Kepala BAPENDA atas:

a. SPPT PBB-P2
b, S8KFD PBB-P2; dan
c. STPD PBB-PZ.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan
apabila Wajib Pajak tidak datang sendiri dalam
mengajukan surat keberatan, permchonan wajib
melampirkan Surat Kuasa.

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan
oleh BAPENDA schagai tanda bukti penerimaan
Surat Keberatan.

Pasal 71

Pengajuan keberatan atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-
P2/STPD PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal Wajib
Pajak berpendapat bahwa nilai jual Objek Pajak bumi
dan/atau bangunan tidak sesuai sebagaimana
mestinya dengan alasan atau bukti yang jelas.

(2) Pengajuan . . .
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Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga] bulan sejak tanggal SPPT PBB-P2/SKPD
PBE-P2/STPD PBB-P2 diterbitkan, kecuali jika Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi bencana slam, kebakaran, kerusuhan
massal atau huru-hara, wabah penyakit dan/atau
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota
atau Pejabat yang ditunjuk.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayvar Pajak terutang dalam SPPT PBB-P2/SKPD
FBB-P2/STPD PBB-P2 paling sedikit sejumlah yang
telah disctujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak
dianggap sebagai surat keberatan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan:

A, secara perseorangan untuk SPPT-P2Z;
b. secara kolektif untuk SPPT PBB-P2; atau
¢. persecrangan untuk SKPD PBB-P2/STFD PBB-P2,

Pengajuan keberatan secara kolektif atas SPFT PBB-
P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huraf b
adalah untuk nilai SPPT PBB-P2 paling banyak
Rp100.000,- (seratus ribu rupiahj).

Pasal 72

Pengajuan keberatan SECara PErseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf
a harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT
/SKPD/STFD PBB-P2 scbagaimana tercantum
dalam Lampiran X] Peraturan Wali Kota ini.

b. SPPT /SKFD/STPD asli;
bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya; dan

d. jumlah PBB-P2 terutang menurut penghitungan
Wajib Pajak disertai dengan alasan yang
mendukung pengajuan keberatan.

Pengajuan keberatan secara kolektil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf b harus
melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a 1 (satuj...
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a. 1 (sawy] surat keberatan untuk beberapa SPPT
PBE-P2 Tahun Pajak vang sama;

b. diajukan kepada Kepala BAPENDA;
melampirkan SPPT PBB-P2 asli;

d. melampirkan bukti pelunasan PBB-P2 tahun
sebelumnya; dan

e. jumlah PBB-P2 wyang terutang — menurut
penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan
vang mendukung pengajuan keberatannya.

Untuk memperkuat alasan pengajuen keberatan

sebagaimana dirmalksud pada ayat (1), pengajuan

keberatan disertai dengan:

a. fotokepi identitas Wajib Pajak dan fotokopl
identitas kuasa Wajib Pajak dalam  hal
dikuasakan;

b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;

fotokopi Penetapan Lokasi (PL), Surat Keputusan
(SKEP) dan Surat Perjanjian (SPJ) Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG); dan

d. fotokopi bukti pendukung lainnya yang berkaitan
langsung dengan Ohjek Pajak.

Pasal 73

Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas| bulan sejak tanggal surat keberatan diterima,
harus memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan.

Dalam  memberikan  keputusan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melalui Kepala
BAPENDA dapat melakukan Pemeriksaan.

Keputusan Wali Kota atas kcberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menclak atau
menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) Wali Kota tidak memberikan suatu
keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut

dianggap diterima.

Pasal 74

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (1), Wajib Pajak dapat menvampaikan alasan
tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat
Keputusan Keberatan belum diterbitkan,

Pasal 75 .
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Pagal 75

Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil
Pemeriksaan Kantor dan/fatau Pemeriksaan
Lapangan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya
dituangkan dalam berita acara.

Dalam hal dilakukan pemeriksaan lapangan, Wali
Kota atau Pejabat yang ditunjuk terlebih dahulu
memberitahukan secara tertulis wakiu pelaksanaan
pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 76

Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan
perubahan data dalam SKPD atau STPD Wali Kota
atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPD atau
STPD baru berdasarkan Keputusan Keberatan tanpa
merubah saat jatuh tempo pembayaran.

Terhadap SKPD atau STPD baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} tidak bisa diajukan
keberatan.

Pasal 77

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 0,6% (ncl koma enam persen) per
bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 [dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratil berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah
dibavar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 78 . ..
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Pasal 78

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban
membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan

penagihan pajak,

(1]

(2]

(]

(1)

(2]

(3)

(4)

Bagian Kedua
Pengajuan Banding

Pasal 79

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan
Banding kepada peradilan pajak atas Surat
Keberatan vang ditetapkan oleh Wali Kota atau
Pejabat vang ditunjuk.

Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

Permohonan Banding dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,
dengan melampirkan salinan Surat Keputusan
Keberatan.

Pengajuan permchonan Banding menangguhkan
kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal B0

Dalam hal permchonan Banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per
bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empaf]
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
{satu) bulan.

Imbalan bunga schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar
30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat [3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan Banding ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 60% [enam
puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BABIX ...
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BAB [X
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Bagian Kesatm
Umum

Pagal 81

Dalam rangka mendukung program pemerintah
dalam pengembangan PSN, Pemerintah Daerah
memberikan insentif berupa pengurangan psjak
bumi dan/atau bangunan pada kawasan atau
bagian kawasan terscbut.

Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah schesar 50% (lima puluh persen) darn
besaran pajak bumi dan/atau bangunan terutang.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan atas pengajuan dari Wajib Pajalk.

Pasal B2

Dalam rangka mendukung program pemerintah
dalam pengembangan KEK, Pemerintah Daerah
memberikan insentif berupa pengurangan pajak
bumi dan/atau bangunan pada kawasan atau
bagian kawasan tersebut.

Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari
besaran pajak bumi dan/atau bangunan terutang.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan atas pengajuan dar Wajib Pajak.

Pasal 83

Wajib Pajak vang memiliki Objek Pajak Prasarana
Pendidikan dan Prasarana Kesehatan diberikan
pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
ketetapan pokok PBB-P2 terutang.

Wajib Pajak yang memiliki Objek Pajak dengan NJOP
sampai dengan Rp&0.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) diberikan pengurangan sebesar 100%
(seratus persen] dari ketetapan pokok PBB-F2
terutang,

Ohjek Pajak yang diperuntukan sebagai Prasarana
penunjang Rumah Ibadah, sarana sosial diberikan
pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari
ketetapan pokok PBB-P2 terutang.

Pasal B4 . . .
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Paszal 84

Prasarana Pendidikan vang mendapatkan
pengurangan ketetapan pokok PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), meliputi:

a. PAUD,

SD/MI;

SMP/MTs;

SEMA /MA/EMEK;
Perguruan Tinggi;
Pondok Pesantren;
Fumah Tahfidz;
TPA/TPQ,

i. Perpustakaan; dan

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan atas pengajuan dari Wajib Pajak.

o

non

=

Pasal 85

Sarana Kesehatan yvang mendapatkan pengurangan
ketetapan pokok PBB-F2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (1), meliputi:

a. Rumah Salit;
b. Klinik; dan

c. Apotek yang merupakan bagian satu kesatuan
kepemilikan dari rumah sakit atau klinik.

Ingsentil sebagaimana dimsksud pada ayat (1)
diberikan atas pengajuan dari Wajib Pajak.
Pasal 86

Sarana Sosial yvang mendapatkan pengurangan
ketetapan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (3}, meliputi:

a. Pant Asuhan / Rumah Yatim Piatu;

b. Panti Jompo;

c. Palang Merah Indonesia; dan

d. Rumah rehabilitasi.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan atas pengajuan dari Wajib Pajak.

Bagian Kedua. . .
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Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 87

Permohonan pengurangan ketetapan pokok FPBB-P2
untuk Ohbjek Pajak Prasarana Pendidikan dan
Sarana Kesehatan dan Sarana Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), dan Objek Pajak
Penunjang Rumah Tbadah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (3) diajukan kepada Wali Kota
atau Pejabat vang ditunjuk.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

a. ldentitas Wajib Pajak Perseorangan berupa
Fotokopi KTP atau Identitas Badan berupa
fotokopi KTP atau Alcta Pendirian
Perusahaan/Yayasan;

NPWP Perseorangan atau Badan;

Surat Kuasa sekiranya dikuasakan;
Fotocopy Sertifikat atau SKEP/SPJ/PL;
SPPT PBB-P2 dan/atau SK NJOP;
Melunasi pajak tahun sebelumnya;
Foto Objek Pajak; dan

lzin Operasional penyelenggaraan kegiatan
Pendidikan/Rumah Sakit/Sarana Sosial dan
Sarana Penunjang Rumah [badah.

Permohonan dan persyaratan vang masuk akan
dinilai/diteliti oleh Petugas sesuai ketentuan yang
berlaku.

Jangka waktu penilaian/penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] diselesaikan paling lambat 7
(tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya berkas.

=2 R O -

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota
atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil
perhitungan besaran ketetapan PBB-P2 terutang
vang tertuang pada Keputusan Kepala BAPENDA.

BABX...
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BAB X

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN
PENUNDAAN FEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK

(1)

=

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 88

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk
dapat memberikan keringanan, pengurangan,
pembebasan pembayaran Pajak dan melakukan
pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan STFD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan Ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat:

a. memberi keringanan, pengurangsn, pembebasan
atas pokok dan/atau sanksi administratif berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak terutang
menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daersh, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya;

b. melakuksn pembetulan atau  pembatalan
ketetapan STPD, SKPD, SKFDKB, SKPDKRBT,
SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan ketetapan
pajak terutang dalam hal Objek Pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;

dan/atau
d. mengurangkan  ketetapan  pajak terutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu
Objek Pajak.

Bagan Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan

(1]

Pembebasan Pembayaran Pajak

Pagal RO

Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada
hubungannyva dengan Objek Pajak itu sendiri
diberikan kerinpanan atau pembebasan ketetapan
paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi:

a.dalam ...
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(3)

a.

b.
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dalam hal Objek Pajak terkena bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang discbabkan oleh alam antara lain
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, tanah longsor dan
bencana lainnya; dan

dalam hal Objek Pajak terkena sebab lain yang
luar biasa, meliput: kebakaran, wabah penyakit
tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pemberian pengurangan ketetapan secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada
Wajib Pajak apabila karena kondisi tertentu Objek
Pajak yvang ada hubungannya dengan Subjek Pajak
dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya,

Pemberian pengurangan dapat diberikan kepada
Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

=

Objek Pajak yang Wajib Pajeknya orang pribadi,
veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekasn, penerima tanda jasa bintang
gerilya, atau janda/dudanya diberikan
pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima
persen) dari Pajak terutang;

Objeck  Pajak  berupa lahan  pertanian/
perikanan/peternakan yang hasinya sangat
terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah diberikan pengurangan
paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari
Pajak terutang;

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
yvang penghasilannya semata-mata berasal dari
pensiunan sehingga kewajiban membayar pajak
PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan
paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari
Pajak terutang;

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban
membayar PEB-P2 sulit dipenuba,

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya
meningkat akibat perubahan lingkungan dan
berdampak positif bagi pembangunan diberikan
pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima
persen) dari Pajak terutang; atau

6. Objek . . .
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(1)

(2)

(1)

A

f. Objek Pajak wyang Wajib Pajaknya orang
pribadi yang Objek Pajaknya berupa cagar
budaya yang telah ditetapkan sebagal
bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya
diberikan pengurangan paling tnggi V5%
(tujuh puluh lima persen) dari Pajak teratang,

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya Badan yang
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun
pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi
kewajiban rutin diberikan pengurangan ketetapan
pajak paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari pajak terutang.

Pengurangan terhadap ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib
Pajak atas PBB-F2 terutang yang tercantum dalam
STPD atau SKPD.

Pasal 90

Keringanan dan PENEUTATZAT ketetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat
diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Permohonan keringan dan pengurangan ketetapan
pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diajukan secara:

a, perseorangan, untuk PBB-P2 terutang yang
tercantum dalam SKPD PEB-P2;

b. perscorangan atau kolektif, untuk PBB-PZ yang
tercantum dalam SPPT PBB-FP2.

Pasal 91

Permohonan keringanan dan peEnguUrangan
ketetapan PBB-P2 terutang yang diajukan sccara
perseprangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90 ayat [2) huruf a harus memenuhi persyaratan
sebagai berilout:

a, satu permohonan diajukan untuk 1 (sat) SPPT
PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD FBB-P2/SKPDLB
PBB-P2/Surat Keputusan Keberatan;

b. diajukan secara terfulis dalam Bahasa Indonesia
disertai alasan yang jelas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X1 Peraturan Wali Kota ini;

c. diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang
ditunjuk;

d. ditandatangani . . .
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d. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan

e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa.

Pasal 92

Pengurangan ketetapan PBB-P2 terutang harus
diajukan dalam jangka waktu:

a 3 (tiga)] bulan terhitung sejak tanggal
diterbitkannya SPPT PBB-P2;

b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya
bencana alam; atau

c. 3 (tiga) bulan terhimung sejak tanggal terjadinya
sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukan dalam jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannva,

Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Masa Pajak
sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan
pengurangan ketetapan, kecuali dalam hal Objek
Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang
luar biasa.

Tidak diajukan keberatan atas STPD atan SKPD
yvang dimchonkan pengurangan ketetapan, atau
dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat
keputusan keberatan dan atas surat keputusan
keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

BAB XI

TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

(1)

(2]

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 93

Pemhayaran atau penyetoran Pajak terutang dapat
dilaltukan secara tunai atau non tunai melalui

sistem pembayaran berbasis elektronik pada tempat
yang telah ditunjuk atau ditentukan oleh Wali Kota
atau Pejabat yang ditunjuk.

Pembayaran sccara tunai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan meclalui Konter Layanan
Bank yang telah ditunjuk atau ditentukan,

(3) Pembayaran . . .
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Pembayaran secara non tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a, cek bank;
b. giro bilyet;
¢. transaksi elektronik perbankan; dan

d. e-commerce,

Pembayaran dengan cck bank/gire bilyet dianggap
sah apabila telah dilakukan kliring.

Wajib Pajak menerima bukti bayar atau bukti lain
yang ditetapkan dan disahkan sebagai bukti telah
melunasi pembayvaran PBB-P2 dari tempat
pembayaran.

Tempat pembayaran berkewajiban memberikan/
mengirimkan bukti bayar kepada Wajib Pajak yang
melakukan pembayaran PBB-P2.

Bagian Kedua
Pembayaran Pajak Nen Tunai Melalui Elektronik
Pasal 94
Wajib Pajak dapat melakukan

1)

12]

13)

(1)

(2]

pembayaran/penyetoran PBB-P2  dengan  sistem
pembayvaran pajak non tunai melalui elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).

Pembayaran/ penyetoran PBB-P2 schagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang
rupiah.

Transaksi pembayaran/ penyctoran PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui Kas Daerah atau Bank/Pos tempal layanan
bayar.

Pasal 95

Transaksi pembayaran/penyetoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dapat dilakukan
melalui Teller Bank/Pos tempat layanan bayar,
Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking,
Electronic Data Capture (EDC) dan e-Commerce.

Atas pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menerima
BP2D sebagai bukti setoran.

(3) BP2D . . .
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BP2ZD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan dalam bentulk:

a. dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan
bank/pos tempat layanan bayar, untuk
pembayaran / penyetoran melalui teller bank/pos
tempat layanan bayar;

b, struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui
ATM dan EDC; atau

¢. dokumen elektronik, wuntuk pembayaran/
penvetoran melalui internet banking; dan

Dalam hal terdapat perbedaan data pembayaran
vang tertera dalam BP2D dengan data pembayaran
menurut  sistem pembayaran perpajakan secara
elektronil, maka yang dianggap sah adalah data
sistemn pembayaren pajak sccara elektronik.

Bagian Ketiga

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

(1)

(2]

|3)

Pajal Terutang atau Urang Pajak

Paszal 96

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk
untuk mengangsur, menunda perpanjangan batas
waktu pembayaran, pelaporan pajak, pemberian
fasilitas angsuran, atau menunda pembayaran Pajak
terutang dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan
likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak
pada waktunya.

Pemberian angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Wali Kota
atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan
Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali
Kota atau Pejabat yang ditunjul,

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada avat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. Ssaty surat permohonan untuk satu SKPD PBB-P2
atau STPD PBB-P2;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
kepada Kepala BAPENDA; dan

c. Mencantum . . .
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. Mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah pajak terutang danfatau utang FBB-
P2 vang  dimohonkan pengangsurarn
pembayaran, masa angsuran dan besamya
angsuran; atau

2. Jumlah utang PBB-P2 wvang dimohonkan
penundaan pembayarannya dan jangka waktu
penundaan.

d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampirkan surat kuasa;

¢. diajukan paling lambat Y ([sembilan] Hari
sebelum  jatuh tempo pembayaran, kecuali
apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat
menunjukan bahwa batas waktu pengajuan
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya;

{. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 sclama 2 (dua)
tahun terakhir; dan

g. dilampiri fotokopi SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-
P2 vyang dimchonkan pengangsuran atau
penundaan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila disampaikan oleh sclain yang
menandatangani maka wajib disertakan dengan
surat kuasa.

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap
bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau
penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 97
Setelah reneliti dan mempertimbangkan
permohonan vang memenuhi persyaratan

schagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3], Wali
Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan
keputusan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
Hari sejak tangeal diterimanya surat permohonan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa menyetujui seluruh jumlah angsuran
Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya
penundaan, menyetujui sebagian jumlah angsuran
Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya
penundaan, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3] Apabila . . .




13

(4}

15)

]

(2]

(3)

67

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Weali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak
memberikan keputusan, permohonan dianggap
diterima dan diterbitkan surat keputusan scsuai
permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) Hari setelah jangka waktu 7 (tujuh)
Hari tersebut beralkhir.

Persetujuan sehuruh atau sebagian jumlah angsuran
Pajak dan/atan masa angsuran atas pembayaran
utang pajak dapat diberikan paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak diterbitkannya Surat
Keputusan Persetujuan Angsuran dengan angsuran
paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Persetujuan penundasn atas pembayaran utang
pajak untuk permohonan angsuran atas utang pajak
dapat diberikan paling lama 24 (dua puluh cmpat)
bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan
Penundaan Pembayaran Pajak.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan
pembavaran Pajak wvang ditunda disertai bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari
jumlah Pajak vang masih harus dibayar, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat]
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(saru) bulan.

Pasal 98

Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) atau
pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) ditetapkan dalam
jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap
angsuran atau pelunasannya.

Pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan utang
pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa
bunga yvang timbul akibat angsuran atau penundaan
pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
ayat (6] dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STFD FBB-P2
pada setisp tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh
tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 99 _ | .
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Pasal 99

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 ayat (1) memiliki pengembalian kelebihan
pembayaran pajak (SKPDLBj dan/atau Surat Keputusan
Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), maka terlebih dahulu
diperhitungkan untuk membayar utang pajak.

(1)

(2)

13]

()

Pasal 100

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak
dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari
utang pajak yang belum diangsur, besarnya
angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali
dengan ketentuan:

a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tdak
lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah
disetujui; dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa
masa angsuran vang telah disetujui.

Penietapan kembali besarnya angsuran dan/atau
masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan prosedur:

a Wali Kota atau Pejabat wvang ditunjuk
memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang
pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan
saldo utang pajak serta permintaan usulan
perubahan angsuran; dan

b. Wajib Pajak harus menyampaikan usulan
perubahan angsuran paling lama 5 (lima) Hari
sejak  tanggal penerbitan  Surat  Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atau Surat
Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan
Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran
Pajak vang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat
Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak
schelumnya berdasarkan usulan vang disampaikan
oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) Hari sejak
tanggal diterimanya usulan Wajib Pajal.

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf b, Wali Kota atau
Pejabat vang ditunjuk tidak menerima usulan
perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Wali Kota
atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat
Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak

dengan:
a. nilai . . .
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a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak
dibagi dengan sisa masa angsuran; dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang
telah disetujui.

Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pemba

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi
sebagai  pembatalan atas Surat  Keputusan
Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.

Dalam hal besarmnyva kelebihan pembayaran pajak
danatan pemberian imbalan bunga tidak mencukupi
untuk melunasi utang pajak yang ditunda, Wajib
Pajak tetap berkcwajiban melunasi sisa utang pejak
tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu

penandaan.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN

(1)

2]

(]

Bapgian Kesatu
Umum

Pagal 101

Atas permohonan Wajib Pajak atau Kkarena
jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk
dapat melakukan pembetulan meliputi pembetulan
atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak
mengandung  persengketaan — antara  Petugas
BAPENDA dan Wajib Pajak, vaitu:

a. kesalahan penulisan berupa kesalahan penulisan
Nomor Objek Pajak (NOP), Nama, Alamat, Luas
Tanah dan/atau bangunan;

b. kesalahan perhitungan besaran pajak terutang
yang seharusnya ditetapkan; dan/atau

c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan berupa
kekeliruan dalam penctapan tarif dan sanksi
administrasi.

Pembetulan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

Formulir pembetulan disediakan oleh BAPENDA,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xl
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 102. ..
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Pagal 102

Permohonan pembetulan atas SKPD dan/atau STPD
hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
kuasanya secara perseorangan atau kolektif.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPFT
PBE-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2/SKPDLB
PBB-P2/ Surat kKeputusan Keberatan;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
disertai alasan vang jelas;

c. diajukan kepada Kepala BAPENDA;
d. ditandatangani oleh Wajib Pajal; dan

e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa.

Permohonan pembetulan SECATA kolektif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus
memenuhi persyvaratan sebagai berilout:

a. diajukan untuk SPPT PBB-P2 Tahun Pajak yang
sama dengan pajak yang terutang setiap SPPT
PBB-P2 paling banyak Rp500.000,- (ima ratus
ribu rupiah);

b. diajukan secars tertulis dalam Bahasa Indonesia
disertai alasan vang jelas; dan

c. diajukan kepada Kepala BAPENDA.

Paszal 103

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102, dianggap bukan scbagai surat permohonan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan untuk
diproses lebih lanjut.

Dalam hal permohonan pembetulan tidak
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk
harus memberitahukan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya.

Pa=al 104 _ . .
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Pasal 104

(1} Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk akan
menerbitkan Laporan Hasil Penelitian berisi
keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang
dapat berupa menambahkan, mengurangkan,
atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan Pajak; atau

b. menolak permohonan Wajib Pajak.

(2} Kepala BAPENDA atau Pejabat vang ditunjuk secara
jabatan dapat melakukan pembetulan secara
jabatan dalam hal terjadi atau ditemukan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peratmran
perundang-undangan, tanpa permohonan Wajib
Pajak.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketelapan Pajak

Paszal 105

Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk akan
menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 avat (2] yang berisi kepuitusan
membatalkan SPPT / SKPD, STPD, SKPDLB, atau 3urat

Keputusan Keberatan.

Pasal 106

Pembatalan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1035
dapat dilakukan dalam hal:

a. hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak  yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan;

k. Ketetapan Pajak Terutang dalam hal Objek Pajak
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa; dan/atau

c. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak  yang
seharusnya tidak terutang.

BAB XII1 . . .
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BAB Xl

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 107

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi dalam hal:

H.

(1]

(2]

(3)

(4]

PBB-P2 wyang dibayar lebih besar dari yang
seharusnya terutang; atau

dilakukan  pembayaran PBB-P2 vang tidak
seharuenya terutang.

Pasal 108

Wajibh Pajak dapat mengajulkan permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 kepada
kepala BAPENDA.

Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan:

a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan mencantumkan besarnya pengembalian
yang dimochon disertai alasan yang jelas;

b. menunjukkan bukt bayar serta melampirkan
fotokop! pembayaran PBB-P2, SKPD PBEB-
P2 /STPD PBB-2;

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
d. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
maka Wajib melampirkan surat kuasa.

Pengernbalian kompensasi kelebihan pembayaran
PBB-P2 dapat dilakukan secara jabatan dengan
kondisi tertentu.

Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.

Pasal 109

Kelebihan pembayaran PBB dapat dikembalikan dalam

hal:

a.
b.

Kompensasi/Pemindahbukuan; atau

Restitusi/Pengembalian Kelebihan Bayar
Kompensasi/Pemindahbukuan.

Pasal 110 . ..
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(3)

(4)
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Pasal 110

Restitusi /Pengembalian kelebihan pembayaran PBBE-

P2 dapat dilakukan secara jabatan dengan kondisi
tertentua.

Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.

Pasal 111

Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 12
([dua belas) bulan sejak ditemmanya surat
permohonan pengembalian  kelebihan pembayaran
PEBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat
(2), harus memberikan  keputusan  dengan
mecnerbitkan:

a. SKPDLE PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang
dibayar ternyata lebih besar dari  yang
seharusnya terutang, dan/atau

b. SPb dan/atau SK Kepala BAPENDA, apabila
jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2
yang seharusnya terutang.

Apabila Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak

daerah lainnya maka dapat dilakukan

pemindahbukuan ke pajak lainnya.

Proses permohonan kompensasi dihitung sejak
tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian
kelebihan,

Apabila setelah jangka walktu sebagaimana dimaksud
pada ayval (1) telah dilampaui dan Wali Kota atau
Pejabat vang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran
dianggap dikabulkan dan SKPDLB PBB-P2 harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 [satu)
bulan.

Pasal 112

Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan
terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.

Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas
kelebihan pembayaran FBB-P2, kelebihan tersebut
dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan
terutang atau dengan utang pajak lain atas nama
Wajib Pajak.

(3) Perhitungan . . .
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(4]
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(1)

(<)

(2)

(1)

(<)

T4

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbulouan.

Dalam hal setelah dilakukan pemindahbukuan utang
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih
terdapat sisa Lkelebihan pembayaran pajak,
pengembalian  sisa pembayaran pajak dibayarkan
kepada Wajib Pajalk.

Dalam hal tidak ada utang pajak, seluruh kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 113

Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 12
{dua belas)] bulan sejak diterimanya  surat
permohonan pengembalian Wajib Pajak,
menerbitkan:

a. Berita Acara tentang pengembalian lebih bayar
PBB-P2.

b. SKPDLB PBB-F2, apabila jumlah PBB-P2Z yang
dibayar ternyata lebih besar dari yang
scharusnya terutang;

c. SK Kaban/SPb, apabila jumlah PBB-P2 sama
dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya
terutang; atau

d. SPM (Surat Perintah Membayar).

Proses permohonan  Pengembalian  Kelebihan
Pembayaran dihitung sejak tanggal diterimanya surat
permohonan pengembalian kelebihan.

Apabila setelah jangka wakiu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala BAPENDA tidak memberilan
kepurusan, permeohonan tersebut dianggap
dikabulkan dan SKPDLB PBB-P2 harus diterbitkan
paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 114

Berdasarkan S3KPDLB PBB-2, Kepala BAPENDA
menerbitkan SPM-KPD.

SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Kepala BPKAD, dengan
dilengkapi doltumen:

a. PBerita Acara kelebihan bayar;
b. Fotokopi SKPDLB;

o Surat . . .
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¢. Swurat asli Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak; dan

d. Fotokopi bukt setor pembayaran.

(3) SPM-KPD beserta dokumen lampirannya
sehagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan
kepada Kepala BPKAD disertai dengan bukti tanda
terima.

(4) Format SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantumn dalam Lampiran XIV Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 115

Berdasarkan SPM-KPD dari Kepala BAPENDA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Kepala
BPKAD memproses pencairan pengembalian  kelebihan
pembayaran pajak sesuai ketentuan.

BAB XIV
KETENTUAN FENUTUP

Pas=al 116
Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, maka:

a. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian
SPFT, STPD. Dan SKPD Psjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2012 Nomor 241);

b. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 47 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran,
Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Benta
Dacrah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 242);

£, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 48 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kota Batam Tahun 2012 Nomor 248) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam
Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubshan atas
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 48 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangsen Sanksi Administratf Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kota Batam Tahun 2018 Nomor 642);

d. Peraturan . . .
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Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan [Berita Dacrah Kota Batam Tahun 2012
Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 48 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam
Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan
dan Penyelesaian HKeberatan Pajak Bumi  dan
Bangunan Perdessan dan Perkotaan (Berita Dacrah
Kota Batam Tahun 2015 Nomor 448);

Peraturan Wali Kota Batam Nemor 50 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan [Berita Daerah Kota Batam Tahun
2012 Nomor 245);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 246};

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kota Batam Tahun 2012 Nomor 247);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 62 Tahun 2017
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) scbagai Dasar Pengenasan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota
Batam (Berita Daerah Kota Batarm Tahun 2017
Nomor 370);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 58 Tahun 2020
tentang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian Objek dan
Suhbjek Pajak serta Non-Efektif Nomor Objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 768);

j. Peraturan . . .
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j- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 75 Tahun 2022
tentang Keringan Pokok Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan  Perdesaan dan  Perkotaan  dan
Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak
Daerah [(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022
Nomor 943) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 169 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam
Momor 75 Tahun 2022 tentang Keringan Pokok
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotsan dan Penghapusan Sanksi Administratif
Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2022 Nomor 1037);

k. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 235 Tahun 2022
tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022
Nomeor 1123);

L Peraturan Wali Kota Batam Nomor 181 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi
Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota
Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023
Nomor 1308);

Paszal 117

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini  dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Batam.,

Ditetapkan di Batam
pada tanggal d Jawwan 2004

WALI KOTA BATAM

i ———
s
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 8 Tjuwvari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

ERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 15dS



LAMPIRAN 1 PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR 1!.-!% TAHUN 2024

TENTANG : GGARAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK BARU

Lampiran 1 {satu) berkas Kepada
Hal : Pendafaran Objek Pajak ¥ih. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Batam
Di=
Batam

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Mama

No. KTPINPYWP

Alamat

Dangan ini memohon penetapan PBB atas objek yang terletak di:

BAETIEE o iivviis i s ais Lot s e et s et e on ERIORNETION +coascnrnrns prmsrrememe oeen
= (SRR - 4|, [JSCRNRRRPRR R 1 - | 11| 1| | [ORmee P TP

Sehagai bahan perimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen antara lain :

1. Surat Permohonan Pendaftaran Objek Baru

(BADANYAYASANPERUSAHAAN KOP Surat ECAP pada formulir & surat kuasa)
Surat Kuasa { Bila Dikuasakan & Foto Copy KTP Kuasa |

Surat Pemberitahuan Objek Pajak { SPOP |, | LSPOP |

Foto Copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya

Eota Capy Surat Kepemilikan Tanah ( Sertifikat, Akta Jual Bell, PL, SKEP, SPJ, IMB |
Foio Rumahfokasl Tampak Depan Bewamna

Seluruh Lampiran Berkas di Scan dan dikirimkan ke WhatsApp.

~Emawm

Demikian agar dapat dipergunakan sabagai bahan pertmbangan.

Walib Pajak / Kuasanya

Mima Jelas
Mo. Telp F Hp WP s s
MNo. TalpHp Kuasa ... Email -

WALI KOTA BATAM

I

_—

LA
MUHAMMAD RUDI



LAMPIRAN Il PERATURAN WALl KOTA BATAM

NOMOR  :AF TAHUN 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN PAJAK BLIMI
DAN BANGUNAN FERDESAAN DAN
FERKOTAAN

FORMAT FOERMULIE SPOP/LSFOP

: Shtommel | | | ] ] Pl [ [ FO:
| 5 PEMERIN TAH KAFTA BATAN

| e ——— Selain yang diied olch Pepugss (bagian yang din,
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK -ﬁm |

hlmﬁﬂumm

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
L JEMIS TRANBAKS( [ | 1. Perskasnan Duss [ 2 Pemuiskhinn Dats m 1. Pesghapeisen Data

vo O EACE A R

L _J k

3, NP BERSABLA IEBIRES ERRIDEEEE

e INIFCERCYE AR TASIBALIARN UNTEE IALA ISAIEL

4; HOF ASAL ARIE®{ |‘—|_'“|—|—|—-—[] |J|:|
5, MO SPPT LAMA HEN AR

I 6 NAMA JALAN i am Sy 1. LIL.I:‘ﬁ{ H_.l-'-' HOEBOR
| T T T T T T T EEEEEDNERE
| KELURANAM §._RW 15 KT

RN SN RENEAERARE AN ER Gkl LLL]

11, STATVS [ ] pemiic [ ]2 Peogews [ 3. Pengelota (4 Pemmksi [J3. sengets
i3 PEKERIsAN ?l:l]".‘\-lﬂ":l r!:..l..B-H.I'J _i 4, Penuinnan®} j-t.ﬁ-ﬁm E5|llm}'ﬂ !
13. NAMA SUBJER. PAJAK - 14, NPWP B
SASASSANENAEREERANEERNEERAnERna QB ERNRERSIRNERN
15 MANLA TAL AN B BLOICR YN OMOR
LY I L T TN T T e e L] EENENEERREER

17. KEL UH:.'I-HH.‘J |I|-Fl.'hr i BT
0 8 9 0 O A O A T I
2L KIFIA - KUDE POS . — ;

EERARERERESSREENA [TILL]
_z___ﬁwﬁﬂ R

BIEENENENEEANNEARE

G B B = e
22 LITAS TAMAH | | | | l ] L ...'_.J_

24 JERISTANAH [7] 1. Tansa = | i Kaviing [ X Tasah Kowng | 4 Foesalins: L prveemn
Banguman Simgp Bangn

Caistan: * ] yang penghasilanny senata-mats berasal dani gaji st usng pessisnan

&y iban u—uhuhrn



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK [ Mo dormatr — TTITT T 1[T1]
1. TENIS TRANSAKS! || 1, Perskammn Daa L 2 romuaitimmDes [ ] 3 Penghapusn Dwa
PROP KOTA KEC EEL BLOE ®OURUT KODE ]-IEMME‘-FE- D:l:l
2 NoE- NN BN ANR BNE ENN-GRERTH + BANGUNANKE [ 1] ]
5. INE PENGOUNAAN L_| 1, Peumahan |:|: Pertagioren Swasma "] 2. Pabrik
BANGLMNAMN s i
|| 4, TooApotikPasarRuke | |5 Fumah SakivKiinik [ ] 6. Ot BagaRekesasi
|_| 7. Holel | Wisma Dﬂ Bengkel Gudan g/ Pertumian _-l 0, Cedung Pemseriniab |
|_| 0. Lain-{ain D Il. Bng Tidek Kem Fajak ._| 12 Banguoan Pk
|:| 13 Apartemen |_| 14 Poorpe Bensi :l |5 Tu:gki.!.'li.n.}‘ik
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LAMPIRANM Il PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR

TENTANG

: 4CTAHUN 2024
: PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PEREOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas | Pengelompokan Nilai Jual Bumi Nilai Jual Objak Pajak Bumi
(Rp/m2) (Rp/m3l)
001 | > 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00 £8.545.000,00
002 | > 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00 66.255.000,00
003 | > 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00 £4.000.000,00 B
004 | > 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00 $1.795.000,00
D05 | > 58.550.000,00 s/d 60,700.000,00 50,625.000,00
006 | > 56.440,000,00 s/d 58.550.000,00 57.495.000,00 |
007 | > 54,370.000,00 s/d 56.440.000,00 55.405.000,00
008 | > 52.340,000,00 s/d 54.370.000,00 53.335.000,00 I
009 | > 50.350.000,00 s/d 52,340.000,00 51.345.000,00
010 | » 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00 49,375.000,00
011 | > 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00 47.445.000,00
012 | » 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00 45.555.000,00
013 | > 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00 43.705.000,00
014 | > 42.000.000,00 s/d 42.790.000,00 41,895.000,00
015 | > 39.250,000,00 s/d 41,000.000,00 40.125.000,00
016 | > 37.540.000,00 s/d 39,250.000,00 38.395.000,00
017 | > 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00  36.705.000,00
018 | > 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00 35.055.000,00
019 | > 32,650.000,00 =/d 34.240.000,00 33.445.000,00
020 | > 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00 31.875.000,00
021 | > 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00 30.345.000,00
022 | > 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00 28.855.000,00
Kelas | Pengelompokan Nilai Jual Bumi | Nilai Jual Objak Pajak Bumi
(Rp/m32) (Rp/m2)
023 | > 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00 | 27.405.000,00
024 | > 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00 35.995.000,00
025 | »23.950.000,00 s/d 25.300.000,00 24.625.000,00
026 | > 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00 | 23.295.000,00 |




027

> 21.370.000,00 =s/d 22.640.000,00

22,005.000,00

028 | » 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00 20.755.000,00
029 | > 13-95&.000,6@ s/d 20.140.000,00 19.545.000,00
030 | » 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00 18.375.000,00
031 | = 16.690.000,00 s/d 17.800,000,00 17.425.000,00
032 | = 15.620.000,00 s/d 16.690,000,00 16,155.000,00
033 | > 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00 15.105.000,00
034 | > 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00 14.095.000,00
035 | > 12.650.000,00 s,/d 13.600.000,00 13.125.000,00
036 | > 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00 12.195.000,00
037 | > 10.870.000,00 s/d 11,740,000,00 11.305.000,00
038 | =10.040.000,00 s/d 10.870.000,00 | '11:1.455,-::"::1},05
039 | > 9.250.000,00 s/d 10.040.000,00 9.645.000,00
040 | = 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00 8.875.000,00
041 | > 7.790.000,00 s,/d 8.500.000,00 8.145.000,00
042 | >7.120.000,00 s,/d 7.790.000,00 7.4 55.nnd.ﬂn
043 | > 6.490.000,00s/d 7.120.000,00 6.805.000,00
044 | = 5900.000,00 s/d 6.490.000,00 6.195.000,00
045 | > 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00 5.625.000,00
046 | =4.840.000,00 s/d 5.350.000,00 5.005.000,00
047 | > 4.370.000,00 s/d 4.480.000,00 4.605.000,00
048 | > 3.940.000,00 s,/d 4.370.000,00 4.155.000,00
049 | > 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00 3.745.000,00
050 | > 3.200.000,00s/d 3.550.000,00 3.375.000,00
051 | > 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00 3.100.000,00
Kelas | Pengelompokan Nilai Jual Bumi Nilai Jual Objak Pajak Bumi
(Rp/m2) (Rp/m2)
052 | = 2.850.000,00 s/d 3.000.000,00 2.975.000,00
053 | = 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00 2.779.000,00
054 | = 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00 2,640.000,00
055 = 2.444.000,00 g/d 2.573.000,00 2.508.000,00
056 | = 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00 2.352.000,00
057 | > 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00 2.176.000,00
058 | = 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00 2.013.000,00
058 | = 1.789.000,00 s/d 1.934,000,00 1.862.000,00




060 | > 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00 1.722.000,00
061 | > 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00 1.573.000,00
062 | > 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00 1.416.000,00

| 063 | > 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00 1.274.000,00
064 | > 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00 1.147.000,00
065 | > 977.000,00 s/d 1.086.000,00 1.032.000,00
066 - 855.000,00 s/d 977.000,00 916.000,00
067 > 748.000,00 =/d 855.000,00 802.000,00
068 > £55.000,00 s/d 748,000,00 702.000,00
069 > 573.000,00 s/d 655.000,00 614.000,00
070 - 501.000,00 s/d 573,000,00 537.000,00
071 > 426,000,00 s/d 501.000,00 464.,000,00
072 > 362.000,00 s/d 426.000,00 394.000,00
073 - 308,000,00 s/d 362.000,00 335.000,00
074 | >262.000,00 s/d 308.000,00 285.000,00
075 - 223.000,00 s/d 262.000,00 243.000,00

| o076 > 178.000,00 s/d 223.000,00 200.000,00
077 > 142.000,00 s/d 178.000,00 160.000,00
078 > 114.000,00 s/d 142.000,00 128.000,00
079 > 91.000,00 s/d 114.000,00 103.000,00
080 > 73.000,00 s/d 91.000,00 82.000,00

Kelas | Pengelompokan Nilai Jual Bumi | Nilai Jual Objak Pajak Bumi
(Rp/mZ2) (Rp/m2)
081 > 55.000,00 s/d 73.000,00 64.000,00
082 > 41,000,00 s/d 55.000,00 48.000,00
083 . 31.000,00 s/d 41.000,00 36.000,00
084 = 23.000,00 s/d 31.000,00 27.000,00
085 > 17.000,00 s/d 23.000,00 20.,000,00
086 > 12.000,00 s/d 17.000,00 14.000,00
087 > 8,400,00 s/d 12.000,00 10.000,00
088 > 5,900,00 s/d 8.400,00 7.150,00
089 > 4.100,00 s/d 5.900,00 5.000,00
090 > 2.900,00 s/d 4.100,00 3.500,00
L8| = 2.000,00 s/d 2.900,00 2.450,00
| 092 » 1,400,00 s/d 2,000,00 1.700,00




003 - 1.050,00 s/d 1.400,00 f 1.200,00
094 ~ 760,00 s/d 1.050,00 910,00
095 > 550,00 s/d 760,00 660,00
096 > 410,00 8/d 550,00 480,00
097 > 310,00 s/d 410,00 350,00
098 = 240,00 s/d 310,00 270,00
099 = 170,00 s/d 240,00 200,00
100 < 170,00 140,00
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LAMPIRAN [V PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR  : 4% TAHUN 2024

TENTANG : PENYELENGOARAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN FERDESAAN DAN
PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas Pengelompokan Nilai Jual Nilai Jual Objak Pajak
Bangunan (Rp/m2) Bangunan (Rp/m2)
001 | = 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00 15.250.000,00
002 | > 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00 14,150.000,00
003 | = 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00 13.075.000,00
004 | > 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00 12.050.000,00
005 | » 10.600.00,00 s/d 11.550.000,00 11.075.000,00
006 | >9.700.000,00 s/d 10.600.000,00 10.150.000,00
007 | = 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00 9.275.000,00
| D08 | > 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00 8.450.000,00
009 | = 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00 7.675.000,00
010 | =6.600.000,00 s/d 7.300.000,00 6.950.000,00
011 | = 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00 6.225.000,00
012 | =5.150.000,00 s/d 5.850.000,00 5.500.000,00
013 | =4.500.000,00 s/d 5.150.000,00 4.825.000,00
014 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00 4.200.000,00
. 015 | > 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00 3.625.000,00
016 | > 2.850.000,00 s/d 3.350,000,00 3,100.000,00
017 | > 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00 ' 2.625.000,00
018 | = z.mu.nﬂﬂ,u}b s/d 2,400,000,00 2.200.000,00
019 | = 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00 1.833.000,00
020 | = 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00 1.516.000,00
021 | > 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00 1.200.000,00




Kelas Pengelompokan Nilai Jual Nilai Jual Objak Pajak
Bangunan (Rp/m2) Bangunan (Rp/m2)
022 | > 902.000,00 s/d 1.034.000,00 958,000,00
023 > 744.000,00 s/d 902.000,00 823.000,00
024 > 656.000,00 s/d 744.000,00 700.000,00
025 > 534,000,00 s/d 656.000,00 595.000,00
026 - 476.000,00 s/d 534.000,00 505.000,00
027 > 382.000,00 s/d 476,000,00 429.000,00
028 > 348.000,00 s/d 382.000,00 365.000,00
029 > 272.000,00 s/d 348.000,00 310.000,00
030 > 256.000,00 s/d 272.000,00 264,000,00
031 > 194.000,00 s/d 256.000,00 225.000,00
032 > 188.000,00 s/d 194.000,00 191.000,00
| 023 > 136.000,00 s/d 188.000,00 162.000,00
034 > 128.000,00 s/d 136.000,00 132.000,00
035 > 104.000,00 s/d 128.000,00 116.000,00
036 -~ 92.000,00 s/d 104.000,00 a8.000,00
0a7 + 74.000,00 s/d 92.000,00 83.000,00
038 ~ 58.000,00 s/d 74.000,00 71.000,00
039 > 52.000,00 s/d 68.000,00 60.000,00
040 < 52.000,00 50.000,00
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LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 4% TAHUN 2024
TENTANG : FENYELENGOARAAN PAJAK BUMI DAN

BANGLINAN PERDESAAN DAN
FEEKOTAAN
ANALISIS PENENTUAN NILAI BUI PER B2
KOTA s BATAM
KECAMATAN :
KELURAHAN
HARGA WAS | o 3

i~ i PENYESUALAN ESTIRAST HILAI PER MLA BANGUNAN | LUAS | MEAI | PENNESUAIAN

NO | ALAMATOMYEKPAING | HOMORORUEK PAIMC | PAUMIRN! | 1es DATA(Y | TANCGAL PENARARRNRP) |\ CP | (RPAZ) | GUMN I BUNI () | WASAHOD
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ANALISIS PENENTUAN NILAI INDIKASI RATA-RATA (NIR) DARI DATA PEMBANDING
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LAMPIRAN VI PERATURAN WAL KOTA BATAM

NOMOR S TAHUN 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
FERKOTAAN

FORMAT SURAT PERITAH PEMERIKSAAN (SP2)

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Fapa tha Moemar 17 Laniai £ Raior Bersama Pemerinah Ko Baiam
Telepor (OFTR) 4 TOGT0, 470871, 4TOSF2 Fawsimila (DFF3) 470872

Email - baps naadibatien go.d, - Webste - kapenda batam. g id

BATAM
Fodi Pos: 75464
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN (SP2)
Mormir : B00.1.93,1/. ... /200
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Memerintahian
Meme — nama tersebut dibewah ini
No | P AN ANIF PANGKATIGOL JABATAN

)

8.

Ltk redakukan paemerikzsan di bidang perpajaken sesual dengan Peraturan Daerah
Momar 1 Tahum 2024 Tenteng Pajek den Retribusi Dasrah dan Feraturan
Walikola Batam Momeor | ... Tahun ..... 20xx lerhadap Wajib Pajak |

Mama

MPWIPD

Alamat

Kasa & Tahun Pajak

Tujuan Pemarikssan

PARAF HIERARKS | Miengetanul,

a.n. Kepala Badan Pendapalan
Daerah Kota Batam

Sekrelars,

WALI KOTA BATAM
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LAMPIRAN VTl FERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR ; TAHUMN 2024

TENTANG : FPENYELENGGARAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
FERKOTAAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalamn Roja ksa Nomar 17 Lantai 2 Fanice Bersams Pemesinbsh Ko Batam
Tabepan. (0770] 4TOGT0, 470071, 4T0ST2 Fexsimile (O77TR) 4TOGT
Emall : papandaiibsiam god, - Webste | bagpanda. batam,geid

BATAM
Hpida Pos: 2
Mamor E ISPHPMGOD, 1, 13,17, 20nx Batarm, 00 sxenonon 20w
Sltat : sangat segera Kepada Yth, Pemilik’ Pengedda
Lampiran : 1 (5alu) berkas O A e D D A K
Hal : Pemberitahuan Hasl Femeriksaan

Sehubungan dengan Surat Perintsh Pemerksaan Pajak Dasrah Womar |
....... P00 1 A3 20RK Enggad ..., 200K, bersama inl disempalkan hasi
Pemerlksaan sehagaimana lerflampr, Saudara dapat memberikan tanggapen tertulis
dalam janghka waktu paling lama T (bejuh} hari kerja sejak dledmanya sural ini, dalam
bamtuk

a. Lembar Pernyvataan Persefujuan Hasll Pemeriksaan, dalem hal Sawcdara
menyedujul sefuruh hasil pemeriksaan, atau

b. Surat sanggahan yvang cisertal dengan alasan yang mendukung sanggahsan, daam

hal Saudara tidak menyelujui sebagian atau seluruh hasil parmeriksaan,
Berdasarkan pembuxuan atau pencalatan sefda dokumen kin yang berhubungan
dengan kegiatan ussha Savdara meka dapsl disimpulkan bahwa TidakTerdapa
Horeksi Penerimaan Pajak daerah,

;
Hark® LApGras 1easi| Famerikeaan Kutnng Dards h Yang
B Sehisrunssa Baar

PRTTT TR [rerihd §~ 3o oy o R AR T 7] T
- ...'_"p‘:...é'. e P s

W | Tahus Pajak

Jumlah

Apphila Saudara tidak memberikan tanggapan feriulls atas hasll pemeriksaan dan
fidak hadir dalam rangka pembabasan akhir hasll pemerksaan dalam jengka wakii
tersebut. maka hasll pemeriksaan dianggap telzsh Savdara setujui dan pembahasan
akhir hagll permerksaan - dianggap felash dilaksanaksn seds kewsjiban paiak
Saudara akan dihibung sesual dengan hasll permerikeaan teraebut,

Demikmn dsampalkan, atas perhatlan den kerfesama Ssudare divcapkan
terima kasih

Ketua Tim Pemeariksa,

WALI KOTA BATAM




LAMPIRAN VIII FERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR  : 45 TAHUN 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT BERITA ACARA PAHP

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Isa Homaor 17 Lankai 2 Kanter Bersama Pemenniah Koba Balam
Telepon. SOTTH) 4THIT0, ST0ET1, 470672 Faxsimae. (077 47T0ET
Emai miﬂhm.wﬂé:%r: bapenda hatam. go id

Kiode Pos: 260464
BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN
MNaormar BA-PAHPMAO0.1.13.17 /20xx
1.  HarlTanggal B v i - 20mx
2. Puikwl ! e WIB 5.4 selesal
3. Tempal : Badan Pendapatan Dasrah Kola Batam
4. Acara : Pembahasan Akhlr Hasil Pemeriksaan alas
5 Kelus Tim Pemenksa
6. Pesera Rapal : Daffar Hadir Ierampir
T. Pembahasan
a. Berdasarkan hasi panmlmam ferhadap .. weee TEMUN Paiak 20xx., 5.0 2085,
sebagaimana lerfuang dalam Surat Pﬂﬂbﬁlﬂﬂuﬂn Hasll Femeriks3an Momos ..
JSPHPE00,1.13.10.,../200c. Tanggal xc X0 Xd(x adakah sebagal berfku :
Pajak yang terfhutang : Rp.
Fajak yang telah diseior : Rp.
Selizih i Rp.
Bunga Kurang Bayar : Rp.
Bunga Keterlambatan Bayas : Rp.
Jurmikah : Rp.
Jurmilah Pajak + Bunga
yang masih harus dibayar :Rp.
b Pk .....ooeeemriceemisnin hadir dalam Pembahasan Akhit Hasdl Pemeriksaan dan
menyampalkan tanggapan yang berisi lentang persstujuan stas hasil pemeriksaan.
8. Kasimpulan:
a. Bahwa berdasarkan fanggapan ., . setuju atas Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, maka hasl ga:merﬂm.am Eu:mah sebagal berikut:
Pajak yang terhulang : Rp.
Palak yang {elah disator Fp.
Sallsih : Rp.
Bunga Kurang Bayar ; Rp.
Bunga Keteriambatan Bayar i Rp.
Jumlah : Rp.
Jumlah Pajak + Bunga
yang masih harus dibayar : Rp.

b. Hasil pemeriksaan ini akan diadikan dasar pembuatan Laporan Hasll Pemeriksaan
(LHP) wanitu penerbitzn Sural Ketetapan Pajak Daerah
(SKPDVSKPDKRISKPEOLB/SKPDN|.



Demikian Berita Acara Inl dibuat dengan sebenamya dan ditandatanganl, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Pemeriksa

WALI KOTA BATAM

o _._._‘___._--
i‘-...__/' ___.-"-'f
MUHAMMAD RUDI
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LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR  :#4¥ TAHUN 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN PAJAK BLMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jitlan Raga tsa Momaor 1T Lanial I Kantor Bersama Pemennian Kota Balam
Telepon. {07 TE} 4TOETY, 470571, 4TOETT Faxsimie, (3778) 470873
Email - apesdadialam.0o.id, - Websils - bipenda balem go.id

BATAM
= Kode Pas; 3464

Mama Walh Pajak = .t s s
Alamat YWajib Pajak
Alamat Objek Pajak LR PO Mt

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Nomor : ... 8001131 ... | SR

DéEsampalkan barwa Saudaral b=fum mekakukan pEmbayaran Pajak

untuk mencegah lindakan Penaghan sesual dengan Undang—Undang Momor @ 1 Tahun 2022
Hubungan Keuangan Antara Pemernintah Pusat dan Pemerinfah Doerah dan Peraluran Daerah Kola Batarm
Momos @ 1 Tabun 2024 lentang Pajsk Deerah dan Retribusi Daerah, maka diminia agar Sawdara segera
melunasi Pajak Terutang dimaksud ke Kas Daerah Kota Batam melalui Bank Riau Kepri, PT. Pos Indonesia,
ﬁﬁh Mandirl dan BJE maupun kanal pembayaran yang sudah disediakan oleh Badan Pendapstan Daesah

ta Batam,

Fepada Saudara dinarapkan unluk dapal mekakukan pembayasan paling |ambal T har  seleiah sural
tagihan ini diterima (Pasal.., aysl ... Peraturan Wallkola Batam Nomor ; ... Tahun 2024), dan apabiia
Seudars tidak mengindahkannya akan dileakukan tindakan hukum sesual dengan ketentuan yang berlasu dan
alas kelerambatan pembayaran Pajak lersebul akan dikenakan denda berupa bunga sebesar 1% [salu
persen) per bulan dar Pokok Pajak Tentang {Pasal 72 ayal 4 PP Momor 35 Tahun 20235

Rincian Perhitungan Tagihan Pajak Dasrah

Pajak terhutang
mmmm
Selisn

Bunga rurang Bayar

Bunga Keterlambatan Bayar
Jurmlah

Jumiah Pagak « Bunga

yang masih harus dibayar

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian.,
BAbBM, ..o 2024

PERMATIAN : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam

? /23387

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT,
PROSEDUR TINDAK AN PEMAGIHAN AKAN
DILAKUKAN

WALI KOTA BATAM

B

MUHAMMAD RUDI

Ld



LAMPIRAN ¥ PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR 4§ TAHUN 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BENTUK SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja 1sa bormee 17 Lamal 2 Fammor Bersama Pememmian Kola Batam
Talapon. (OFFE]ATGEFD, 4T0ET, ATOETZ Famemila, (07TH) 4TOETS

Email : inrn o, - Website | baparda batam.go.id
BATAM
Kode Pos: 25464
BB
Mama WP
Alamat
NOP B s e e e
Letek OF i A A AR e e
SURAT TEGURAN
NOMOE © covciiisinn 1 s TS

Menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan pada .............. dengan Nomor BAP

Nomor .......... . hingga saal inl saudara belum melakukan pembayaran

Pajak Bumi dan Elnangunan Perdes:ﬂan dan Perkolaan (PBB-P2) sebagaimana terlampir,

Untuk mencegsah findakan Penagihan sesual dengan Undang-Undang Momor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Kesuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, Peraturan Daersh No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka diminta agar Saudara segera melunasi Pajak Terutang dimaksud ke
Kas Daerah Kota Batam melalul Bank Riau Kepri Syarigh, Bank Mandirl, dan
Bank BJB.

Kepada Saudara diharapkan unluk sepera melakukan pembayaran paling lambat
7 (tujuh) hari setelah surat teguran pajak ini diterima, dan apabila Saudara tidak
mengindahkannya akan diakukan tindakan hukum dengan ketentuan vang beraku
barupa pemasangan siikerfspanduk

Abalkan surat teguran ini, apsbila saudara lelah malunasi tunggakan tersebut.
Dan apabila saudara felah melunasi lunggakan pajak di atas, agar segera metaporkan
dengan membawa bukti bayar/seioran asli pada Badan Pendapatan Daerah. Untuk
ifformasi lebih lanjut dapat menghubungl Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
melalul Bidang Pembukuan,

Damikizn disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam

WALI KOTA BATAM

MUI}E&MMED RUDI
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LAMPIRAN XI PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR  : 4y TAHUN 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Lamgiran 21 [saiu) berkas Repada
Farihal : Rebaratan slas SPPT PEEBFSKPD FOEY ‘th Hepala Badan Pendapatan Deerah

STPD PBB yang disjublan secerm Hota Batam
&

MR @000 e e e e e R i et ;

Sebagal Wajib pajak/ Kuasa Wajib Fajak, stas objek Fajak :

Tanggal SPPT/SKP PBE déerima

i ; o e

3 O N B dad B

Hmum‘l:p.hh.u'qm'l hﬂﬁkﬂﬂw Pﬂﬂmmmwm
Busmi e R fm’

mum PSR SET RS i
2 (142} £ R R
MICPTEP

MJKP ks perhitungan PEE (3-4) = N

PBE yang erhutang (Y% NP =Rp
Bmurm]rn:ﬂmﬁhrﬁ

Suret Pambarkaran Fajoc T antang (SPPT

Sural Ketetapan Fajak Deerah (SEPD)

Surat Setoran Pajak Daerah (S5PD),

Buktl pendulung (ic. Identitas, fc. Bukti kepemilikan anah, fc. IMB dokumen pendukung kin yang
berkailan langsung dengan obysk pajak];

Larnbar Pengawasan Ares Dokuman (LPAD],

Semua Lampiran Wouran Fd;

Diasar partitungan dan cara perhifungan kebaratan

&

W@

Demikian agar dapat dipergunakan sebagal bahan pertimbangan dan kamil ucapkan terirma kesdh.

Mo Telp/Hp -
Ermal

WALI KOTA BATAM

e —
hee
M }EMAD RUDI



LAMPIRAN XII PERATURAN WALl KOTA BATAM

NOMOR  : 4T TAHUN 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN FERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Mo, KTRTENE HIRR T — e b el i g

Momaor Telepmn  PE SN b e L
mengajukan permohonEn mu.rmgauPEﬂm ............. Y [— o] R
trrtutang atas chyel Paak

Kecamasan s PR T e -

B e e | et s DL LT ETTE LTI T frm st £ 0 40 s s e b 0 04w d kR

B e N L 1 B 1S D 1S R 1R TTTS S o a1 04 10 4 i e I

Bersama i giampiioEn

1 mmmwnwum
yang diajukes secars parsoorangan (Fo Ketu Tands Angooin Woleran ol Fo. Sural Kopofuess sning
Pangnicuan, n, dan Pongerugemsnan Gekal Kahommatan dan Pejobal yeng berwerang dan o
skl plurasEn ETEMIMEMWMI —— g =
b. wqmtnd:mmwm“hm a FanSunom FC. EopUlUEan paHTEi
F:.ﬁpwrdmtl;unmmlimn Fo Hmi Kohargs, Fe mekening tagihm Bk, ar

: H.mmm_n_@:m, mﬂwmﬂ-rmwmt m
Dsck. yang MERAAMI kg IEsUifEn (s AT il sl
i mamanah besvagban nen rommateanmm (Fe Benien kemngan ishun sabolumnys,

Tahusan PPH Tarmwn Pajak sabaiumga dan Fo. bukh peuraesan PED Tul'rml‘ﬂ.lkm-l
8 VNG cmukon secam kolkidl ot Lutals (Sursl Ralamngen yong mendckung aass permehonan das
Lumh babsrreal whas incans Ml dan Folokop bukh pelnmssn PEB Sep-ian Waiih Paak Tahun pagpk
sababamiyg)
Diziel Faak mrann Hencenn Alem et sened len yang el ise ciunl Permyninm dan Waio Pajok
yaitgy manyiloken Chiod feckono Boncann Aem slei sebab 60 yang luar bees, Sum Kelnmngen g
mﬁmm“meMLmhmmumwﬂdmmm

:

Demikian agar dapsd dipargunakan sebagal bahen periimbangan @39 kami ucapkan mnma ks

Wﬂbﬁmwﬂjhm'l

") ot yang Dok peat)

WALI KOTA BATAM

e

MUHAMMAD RUDI



LAMPIRAN XIII PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR 4% TAHUN 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMULIR PEMBETULAN

Lampiran . 1 {=nly) berkas Hepada
Parhai . Permmohonan Pembetulan ¥in. Kepala Badan Pendapatan

bl Subiel PRE TN —— e Dasrah Kota Ratam

Ueberialukan oengan hormat Dahwa SPPTPEB MR .. alasmama. ... ...
Mama Wajib Pajak (nama lama) i e et b s v . o S M A
Alamat Wajin Pajak et s PR s e
Letak Objek Pajak A N N e R
Jufrkan FaEk Tentang R e e Lo Tl e Sl e e e
Tetah kami efima pada tanggal T b b et s it
Sefelah bami (et lemyata lerdapal kesalanan data sehingga yang benar adasah utaﬂmnernrt
Hama 'Wajl Pagak (nama ban)

Letak Objek Paak I A A A T s
"

Dimsaanhoon ETiUia) 1Erin papas S S Sl L i
Deéngan alzsan

Sebagal bahan perimbangan Dersama ind kami I3mgikan aokumen-Sekumen At iain ;
1. Pamnohonan secars bertubs dar Waib Pajak Slau Kuassnys
(BADANMAYASANPERUSAHAAN KOP amsl & CAP pada Tormulir dan surat kuasa)
2. Sural Kuasa | Bila Dicyasakan & Fobg Copy KTP Kuasa ),
3. Mengisi BPOP dengan jefas, benar dan iengkap sera dlandatangani
4. Buicti pendukung yang peru dilamgirkan -
+ Folo copy KTP, Karu Keliamga alau Kartu idenliias lainnya dan Wajib Paja.
» Ask SPPT/SKPD PBBY STPD PBB Wahun yang bersangkutan.
= Foio copy Bukh Pelunasan PEE @hun terakhir.
« Foto oopy surat tanah atau bangunan (Serfificat. PL SHEP SPJ, SK BPN, Akia Jusl Bel, Akka
Hibrah, IME Falo dan Denah uan atau dolumen &inn
5. Fuhﬂuniulﬂlﬂﬂnmm i

Demkan agar capal dpergunakan sebagal bahan pertmbangan dan kam| ucapkan benma kasih,
Wajb Paj@ak / Kuasanya

Mo Telp /HpPWR:
MO TEHP KUBSE ...ooveveer s reeee Ernail S i e b

WALI KOTA BATAM



LAMPIRAN XIV PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR glr TAHUN 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
FORMAT SPM-KPD

PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. RAJA ISA NO. 17 KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM
TELP. (0T78) 4TOETO, 4TO6T1, 4T0672 FAX. (0T7H) 4TOET3

BATAM Kode: 29404

— ]

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DAERAH
(SPM-KPD)

NOMOR :  /900.1.13.9/X1/20...

Berdasarkan SKPDLB Nomor ; .../800.1.13.1.02/X1/20... Tanggal :...

Kepada - Berdahara Umum Daerah agar membayar kelebihan pembayaran PEB-
Pl et 11 D] S PP

NOP S LA AT R e G
Dengan Memperhitungkan kompensasiRestitusi utang pajak melalul potengan SPM-KPD
Seumleh | e e

Dengan Rincian :

N | Nomor Surat NOPD Tahun Kode Kode Jumiah (Rp)
o | Ketetapan Pajak | Rekening | Jenis

Pajak Setoran
1 |...800.1.13.1
L2iXIF2023

Sehingga dikembalikan/dibayarkan kepada Wajll:; Pajak 58besar | .....ccovwnreresssassnasasans
Melalul Rekening Wajib Pajak dimaksud pada :

Bank N b e
Mama Rekaning  © .ooiivemimrscsiiciann
Nomor Rekening T ....coceceeciiininnn.

Atas beban rekening APBD pada Bank : BPD Riau Kepri Syariah

Ditetapkan di : Batam

Padatanggal - .........

Kepala Badan Pendapatan Daerah Hota
Eatam,

BLANLA

WALI KOTA BATAM

b

MUHAMMAD RUDI
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